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LAPORAN AKUNTABILITAS

KINERJA INSTANSI
PEMERINTAHAN




KATA PENGANTAR

Laporan Kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah merupakan
perwujudan pertanggungjawaban atas kinerja pencapaian tujuan dan sasaran strategis
Tahun 2022. Laporan Kinerja ini merupakan tahun ke-4 pelaksanaan Rencana Strategis
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tahun 2018-2023. Penyusunan Laporan
Kinerja ini mengacu pada Peraturan Menteri PANRB No. 53 Tahun 2014 tentang
Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Riviu atas Laporan
Kinerja Instansi Pemerintah dan Rencana Strategis Badan Perencanaan Pembangunan
Daerah Tahun 2018-2023.

Laporan Kinerja ini merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas yang
berfungsi sebagai alat penilaian kinerja, wujud transparansi serta pertanggungjawaban
kepada masyarakat serta merupakan alat kendali dan alat pemacu peningkatan kinerja
setiap unit organisasi di lingkungan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah. Kinerja
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah diukur atas dasar penilaian indikator kinerja
utama (IKU) yang merupakan indikator keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran
strategis sebagaimana telah ditetapkan dalam Perubahan Perjanjian Kinerja Badan
Perencanaan Pembangunan Daerah Tahun 2022.

Secara umum capaian kinerja sasaran telah sesuai dengan rencana yang telah
ditetapkan, meskipun beberapa indikator belum menunjukan capaian sesuai target.
Pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi sangat ditentukan oleh
komitmen, keterlibatan dan dukungan aktif segenap komponen aparatur negara,
masyarakat, dunia usaha dan civil society sebagai bagian integral dari pembaharuan

sistem administrasi negara.

Berdasarkan analisis dan evaluasi obyektif yang dilakukan melalui Laporan Kinerja
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tahun 2022, diharapkan dapat terjadi
optimalisasi peran kelembagaan dan peningkatan efisiensi, efektivitas, dan produktivitas
kinerja seluruh jajaran pejabat dan pelaksana di lingkungan Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah pada tahun-tahun selanjutnya, sehingga dapat mendukung
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kinerja Pemerintah Daerah secara keseluruhan dalam mewujudkan Good Governance
dan Clean Government.

Bangkalan, Februari 2023
KEPALA BAPPEDA
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BAB I

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Dalam rangka meningkatkan pelaksanaan pemerintah yang berdayaguna,
berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab, telah diterbitkan Peraturan Presiden
No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
(SAKIP). Pelaksanaan lebih lanjut didasarkan atas Peraturan Menteri
Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia
Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan
Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah perwujudan kewajiban suatu
instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan
pelaksanaan visi dan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang

telah ditetapkan melalui alat pertanggung jawaban secara periodik.

Untuk mencapai Akuntabilitas Instansi Pemerintah yang baik, Badan
Perencanaan Pembangunan Daerah selaku unsur pembantu pimpinan, dituntut
selalu melakukan pembenahan kinerja. Pembenahan kinerja diharapkan mampu
meningkatkan peran serta fungsi Perangkat Daerah sebagai sub sistem dari sistem

pemerintahan daerah yang berupaya memenuhi aspirasi masyarakat.

Dalam perencanaan perangkat daerah, capaian tujuan dan sasaran perangkat
daerah yang dilakukan tidak hanya mempertimbangkan visi dan misi daerah,
melainkan keselarasan dengan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai pada lingkup

Pemerintahan Provinsi dan Nasional.

Terwujudnya suatu tata pemerintahan yang baik dan akuntabel merupakan
harapan semua pihak. Berkenan harapan tersebut diperlukan pengembangan dan
penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur legitimate
sehingga penyelenggaraan pemerintan dan pembangunan dapat berlangsung
secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab serta bebas dari
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korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN). Sejalan dengan pelaksanaan Undang-undang
Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaran negara yang bersih dan bebas dari
korupsi, kolusi dan nepotisme, maka di terbitkan Peraturan Presiden No. 29 Tahun
2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).
Sehubungan dengan hal tersebut Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
diwajibkan untuk menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Badan
Perencanaan Pembangunan Daerah Tahun 2022 yang dimaksudkan untuk
memberikan gambaran terkait pencapaian kinerja tujuan dan sasaran perangkat
daerah yang telah ditetapkan dan diperjanjikan pada perjanjian kinerja perangkat
daerah.

Struktur Organisasi dan Tata Kerja

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 7 Tahun 2016
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah serta Peraturan Bupati
Bangkalan Nomor 33 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian
Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan fungsi penunjang urusan

pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah bidang Perencanaan.

Dalam menyelenggarakan tugas dan kewajiban tersebut, Badan Perencanaan

Pembangunan Daerah mempunyai fungsi:

o Penyusunan kebijakan teknis di bidang perencanaan;

o Pelaksanaan tugas dukungan teknis bidang perencanaan,

o Pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis
di bidang perencanaan,

o Pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi-fungsi  pelaksanaan
administrasi dinas di bidang perencanaan; dan

o Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas

dan fungsinya.
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C.

Untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi sebagaimana diuraikan
diatas, disusunlah struktur organisasi dan tatakerja yaitu Kepala Badan sebagai
pimpinan, yang dibantu oleh Sekretaris, Kepala Bidang dan Kelompok Jabatan

Fungsional. Berikut bagan struktur organisasi Badan Perencanaan Pembangunan

Daerah.
Gambar 1.1
Struktur Organisasi
KEPALA BADAN
Sekretariat
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Sl i g i S E—
‘ ‘ 1 Subbagan Subbagian Sub Koordinator dan
[ Umum dan Keuangan Kelompok Jabatan Fuagsional
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— e~
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Bidan Perencanaan, Pengendalian Bidang Bidang Bidang
dan Evaluasi Pembangunan Pemerintahan dan Pereknomian dan sumber [ﬂfmm dan
Dacrzh Pembangunan Manusia Dava Alam kewilayahan
Sub Koordinator dan Sub Koordinator dan Sub Koordinator dan Sub Koordinator dan
Kelompok Jabatan Fungsional Kelompak Jabatan Fusgsional Helompok Jabatan Fungsional Kelompok thlhl }‘mig!ion]
T
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Isu Strategis Perangkat Daerah

Isu Strategis Perangkat adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau
dikedepankan dalam perencanaan pembangunan perangkat daerah karena
dampaknya yang signifikan bagi perangkat daerah dengan karakteristik bersifat
penting, mendasar, mendesak, berjangka menengah/panjang, dan menentukan
pencapaian tujuan perangkat di masa yang akan datang dalam rangka menunjang
pembangunan daerah.
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Isu strategis perangkat daerah yang akan ditangani pada kurun waktu 5 (lima)
tahun sebagaimana tertuang pada Renstra Badan Perencanaan Pembangunan
Daerah periode 2018-2023 sebagai berikut:

1. Peningkatan kedisiplinan pengumpulan dokumen perencanaan perangkat
daerah;

2. Peningkatan SDM perencana melalui bimbingan teknis;

3. Peningkatan koordinasi antar pelaku yang berkepentingan dalam perencanaan
pembangunan daerah;

4. Peningkatan sistem monitoring dan evaluasi perencanaan pembangunan

daerah.

Perumusan Isu strategis pada tahun 2022 mengacu pada Renstra Badan
Perencanaan Pembangunan Daerah periode 2018-2023, Arahan Kebijakan
Pemerintah Daerah, dan Hasil Evaluasi Capaian Kinerja tahun sebelumnya. Isu
Strategis yang ditangani pada tahun 2022 sebagai berikut:

1. Peningkatan kedisiplinan pengumpulan dokumen perencanaan perangkat
daerah;
2. Peningkatan koordinasi antar pelaku yang berkepentingan dalam perencanaan

pembangunan daerah;

Landasan Hukum

Laporan Kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah ini disusun

berdasarkan beberapa landasan hukum sebagai berikut:

1. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja
Instansi Pemerintah (SAKIP};

2 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian
Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi

Pemerintah;

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah



3. Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 7 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;

4. Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 3 Tahun 2021 tentang
Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 1 Tahun 2019
tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2018-2023;

5. Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 04 Tahun 2021 tentang
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;

6. Peraturan Bupati Bangkalan Nomor 53 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas
Peraturan Bupati Bangkalan Nomor 8 Tahun 2019 tentang Rencana Strategis
(Renstra) Perangkat Daerah Tahun 2018-2023 di Lingkungan Pemerintah
Kabupaten Bangkalan;

7. Peraturan Bupati Bangkalan Nomor 30 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja
(Renja) Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangkalan
Tahun 2022,

E. Sistematika

Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Badan

Perencanaan Pembangunan Daerah Tahun 2022 adalah:

BAB | PENDAHULUAN
Meliputi Gambaran Umum, Tugas dan Fungsi, Isu Strategis
yang dihadapi SKPD, Dasar Hukum dan Sistematika.

BAB Il PERENCANAAN KINERJA
Meliputi Perencanaan Strategis sebelum dan setelah reviu
BAB I AKUNTABILITAS KINERJA

Meliputi Capaian IKU, Pengukuran, Evaluasi dan Analisis
Capaian Kinerja serta Akuntabilitas Keuangan
BAB IV PENUTUP
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BAB Il

PERENCANAAN KINERJA

Rencana Strategis

Rencana Strategis Badan Perencanaan Pembangunan Daerah merupakan
dokumen yang disusun melalui proses sistematis dan berkelanjutan serta
merupakan penjabaran dari pada Visi dan Misi Kepala Daerah yang terpilih dan
terintegrasi dengan potensi sumber daya alam yang dimiliki. Rencana
Strategis Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang ditetapkan untuk jangka
waktu 5 (lima) tahun yaitu dari tahun 2018-2023 ditetapkan dengan Peraturan
Bupati Bangkalan Nomor 53 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati
Bangkalan Nomor 8 Tahun 2019 tentang Rencana Strategis (Renstra) Perangkat
Daerah Tahun 2018-2023 di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangkalan.
Penetapan jangka waktu 5 tahun tersebut dihubungkan dengan pola
pertanggungjawaban Kepala Daerah terkait dengan penetapan/kebijakan bahwa
Rencana Strategis Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dibuat pada masa
jabatannya, dengan demikian akuntabilitas penyelenggaraan Pemerintah daerah

akan menjadi akuntabel.

Renstra Badan Perencanaan Pembangunan Daerah tersebut ditujukan untuk
mewujudkan visi dan misi daerah sebagaimana telah ditetapkan dalam Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2018-2023.
Penyusunan Renstra Badan Perencanaan Pembangunan Daerah telah melalui
tahapan - tahapan yang simultan dengan proses penyusunan RPJMD Tahun 2018-

2023 dengan melibatkan stakeholders pada saat dilaksanakannya Musyawarah
Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) RPJMD, Forum Perangkat Daerah,
sehingga Renstra Badan Perencanaan Pembangunan Daerah merupakan hasil
kesepakatan bersama antara Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan

stakeholder.

Selanjutnya, Renstra Badan Perencanaan Pembangunan Daerah tersebut

akan dijabarkan kedalam Rencana Kerja (Renja) Pemerintah Daerah yang
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merupakan dokumen perencanaan SKPD untuk periode 1 (satu) tahun. Di dalam
Renja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dimuat program dan kegiatan

prioritas yang diusulkan untuk dilaksanakan pada satu tahun mendatang.

1. Visi

Visi adalah gambaran kondisi ideal yang diinginkan pada masa mendatang
oleh Pemerintah Kabupaten Bangkalan. Visi Pemerintah Kabupaten Bangkalan
Tahun 2018-2023 adalah:

“Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Bangkalan yang Religius dan
Sejahtera Berbasis Potensi Lokal”

2. Misi

Sedangkan untuk mewujudkan Visi Pemerintah Kabupaten Bangkalan
Tahun 2018-2023 tersebut diatas dilaksanakan Misi sebagai berikut:

1. Mewujudkan Kehidupan Beragama yang Berkualitas.

2. Menyelenggarakan Birokrasi yang Profesional dan Berintegritas Tinggi.

3. Menyelenggarakan pelayanan dasar berkualitas dan tata kelola pemanfaatan
potensi ekonomi, sosial dan budaya lokal untuk meningkatkan daya saing
daerah.

4. Mewujudkan rasa aman dan adil pada masyarakat.

5. Akselerasi pembangunan infrastruktur yang berbasis pada pemerataan

wilayah dan berwawasan lingkungan dalam mendorong iklim investasi.

Perumusan tujuan dan sasaran Badan Perencanaan Pembangunan

Daerah mengacu pada Misi ke-2, yaitu:

“Menyelenggarakan Birokrasi yang Profesional dan Berintegritas Tinggi”

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
]




3. Tujuan dan Sasaran

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka
waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahunan. Tujuan ditetapkan dengan mengacu
kepada pernyataan visi dan misi serta didasarkan pada isu-isu dan analisa
strategis. Sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh Instansi
Pemerintah dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur, dalam kurun waktu yang
lebih pendek dari tujuan. Sasaran diupayakan untuk dapat dicapai dalam kurun
waktu tahunan secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang telah
ditetapkan. Sasaran yang ditetapkan untuk mencapai Visi dan Misi Tahun 2018-
2023 sebanyak 2 tujuan dan 2 sasaran strategis.

Sebagaimana visi dan misi yang telah ditetapkan, untuk keberhasilan
tersebut perlu ditetapkan tujuan, sasaran berikut indikator dan target Badan
Perencanaan Pembangunan Daerah sebagai berikut:

Tabel 2.1

Tujuan, Sasaran, Indikator dan Target Kinerja
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

; Target Kinerja
No Tujuan Sasaran Indisntoe Passlisan pada Tahun

Kinerja 2019 [ 2020 | 2021 | 2022 | 2023

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7 (8) 9
1 | Meningkatkan Terwujudnya Persentase 5962 | 69,23 -

Kinerja Perencanaan perangkat
Pemerintahan Pembangunan | daerah dengan
Daerah melalui yang Efektif perencanaan
Perencanaan kinerja
Pembangunan berkualitas baik
yang Efektif

Rata-rata 98 88,89 | 85 87 88
persentase
ketercapaian
indicator kinerja
program

Persentase 80 67,50 79 80 81
indicator kinerja
RPJMD

dengan
capaian hasil
minimal 80%
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Indikator

Realisasi

Target Kinerja

No Tujuan Sasaran Kinerja pada Tahun
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023

)] 2) (3) 4) (5) (6) @ (8) 9
2 | Meningkatnya Terpenuhinya | Indeks 82,32 | 78,17 87 88 89

kinerja dan Pelayanan Kepuasan

akutabilitas Kesekretariatan | Layanan

penyelenggaraan Internal

pemerintahan Kesekretariatan

Kabupaten

Bangkalan

Sumber- Renstra Badan Perencanaan Pembangunan Daerah periode 2018-2023

4. Indikator Kinerja Utama

Salah satu upaya untuk memperkuat akuntabilitas dalam penerapan tata

pemerintahan yang baik di Indonesia diterbitkannya Peraturan Menteri Negara
Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/09/M.PAN/5/2007 tentang
Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi

Pemerintah, Indikator Kinerja Utama merupakan ukuran keberhasilan dari suatu

tujuan dan sasaran strategis perangkat daerah. Adapun penetapan Indikator

Kinerja Utama Badan Perencanaan Pembangunan Daerah tahun 2022 adalah

sebagai berikut:
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Tabel 2.2

Indikator Kinerja Utama
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

80%

¥ Seluruh Indikator RPJMD

PENJELASAN
NO ng:;gggstAN INDIKATOR KINERJA SATUAN
FORMULASI RUMUS PERHITUNGAN SUMBER DATA
Meningkatkan Kinerja Nilai Perencanaan
Pemerintahan Daerah Kinerja Daerah dalam % Nilai Perencanaan Kinerja berdasarkan Evaluasi Bappeda Kab.
melalui Perencanaan mendukung Nilai ° SAKIP Bangkalan
Pembangunan yang Efektif SAKIP
1 | Terwujudnya Perencanaan 1.1 | Rata-Rata Persentase ind o
ik N ; .
Pembangunan yang Efektif ketercapaian indikator % 2. Incicator Kinerja Oulcome yar) ircape X 100% Bappeda Kab
- ¥ Indikator Kinerja Outcome Bangkalan
kinerja Program
1.2 | Persentase indicator 5 Incikator RPJMD ) 3
ndikator ang capaiannya sama dengan
kinerja RPJMD dengan ; g P d g Bappeda Kab.
. . % atau lebih dari 80% o
capaian hasil minimal X 100% Bangkalan

Meningkatkan Kinerja

Urusan Perencanaan

Persentase
Ketercapaian Kinerja
Program Urusan

%

Rata-Rata realisasi program

Bappeda Kab.

I

Kesekretariatan

Bangkalan
Perencanaan Program
Urusan Perencanaan
1 | Terpenuhinya Pelayanan 1.1 | Indeks Kepuasan il
] Nilai Indeks Kepuasan Layanan Internal Bappeda Kab.
Kesekretariatan Layanan Internal % A
Kesekretariatan Bangkalan

Sumber: Indikator Kinerja Utama Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tahun 2022
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B. Rencana Kinerja Tahun 2022

Rencana kinerja tahunan (RKT) merupakan penjabaran dari tujuan, sasaran
dan program yang telah ditetapkan dalam Renstra, dan akan dilaksanakan oleh
perangkat daerah melalui berbagai kegiatan tahunan. Rencana Kinerja Tahun 2022

termuat di dalam dokumen Renja Perangkat Daerah Tahun 2022. Berikut Rencana
Kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tahun 2022:

Tabel 2.3
Rencana Kinerja Tahun 2022
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

NO TUJUAN SASARAN INDIKATOR KINERJA | SATUAN | TARGET
Q) (2) (3) (4) (5) (6)
1 | Meningkatkan Kinerja Terwujudnya Rata-Rata Persentase % 87,00
Pemerintahan Daerah Perencanaan ketercapaian indikator
melalui Perencanaan Pembangunan | kinerja Program
Pembangunan yang yang Efektif
Efektif Persentase indicator % 80,00

kinerja RPJMD dengan
capaian hasil minimal
80%

2 | Meningkatkan Kinerja Terpenuhinya | Indeks Kepuasan % 88,00
Urusan Perencanaan Pelayanan Layanan Internal
Kesekretariatan | Kesekretariatan

Sumber- Rencana Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tahun 2022

C. Perjanjian Kinerja Tahun 2022

Perjanjian Kinerja sebagai tekad dan janji dari perencanaan kinerja tahunan
sangat penting dilakukan oleh pimpinan instansi di lingkungan Pemerintahan karena
merupakan wahana proses tentang memberikan perspektif mengenai apa yang
diinginkan untuk dihasilkan. Perencanaan kinerja yang dilakukan oleh instansi akan
dapat berguna untuk menyusun prioritas kegiatan yang dibiayai dari sumber dana
yang terbatas. Dengan perencanaan kinerja tersebut diharapkan fokus dalam
mengarahkan dan mengelola program atau kegiatan instansi akan lebih baik,
sehingga diharapkan tidak ada kegiatan instansi yang tidak terarah. Penyusunan

Perubahan Perjanjian Kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
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Tahun 2022 mengacu pada dokumen Renstra Pemerintah Daerah Tahun 2018-
2023, dokumen Perubahan Rencana Kerja (Renja) Tahun 2022, dan dokumen
Pelaksanaan Pergeseran Anggaran (DPPA) Tahun 2022. Pada tanggal 11
November 2022 ditetapkan Perubahan Perjanjian Kinerja Kepala Badan

Perencanaan Pembangunan Daerah Tahun 2022 dengan uraian sebagai berikut:

Tabel 2.4
Perubahan Perjanjian Kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Tahun 2022
NO SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET
1 2 3 4
1 | Terwujudnya Perencanaan Rata-Rata Persentase
Pembangunan yang Efektif ketercapaian indikator kinerja 87%
Program
Persentase indicator kinerja
RPJMD dengan capaian hasil 80%
minimal 80%
2 Terpenuhinya Pelayanan Indeks Kepuasan Layanan 88%
Kesekretariatan Internal Kesekretariatan

Sumber - Perubahan Perjanjian Kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tahun 2022

Dalam rangka pencapaian kinerja yang telah ditetapkan, dilaksanakan program,
kegiatan, dan sub kegiatan sesuai dengan Dokumen Pelaksanaan Pergeseran
Anggaran (DPPA) yang telah ditetapkan. Berikut rincian program, kegiatan, dan sub

kegiatan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah:

Tabel 2.5

Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tahun 2022

Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan indikator Prnger;;::algegiatam Sub Target
1 2 3

IIRCHIFUAI PESRINIANG PERSENTASE TERPENUHINYA

URUSAR PEMERINTAHAN PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN s

DAERAH KABUPATEN/KOTA

Perencanaan, Penganggaran, aan | Fersentdse wersusuriya reienvanaai,

Evaluasi Kinerja Perangkat Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja 100%

Daerah Perangkat Daerah




Indikator Program/ Kegiatan/ Sub

Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Kegiatan Target
1 2 3
Penyusunan Dokumen Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat 3 dokumen
Perencanaan Perangkat Daerah Daerah yang disusun
Koordinasi dan Penyusunan :
Dokumen RKA-SKPD Jumlah dokumen RKA-SKPD yang disusun 1 dokumen
Koordinasi dan Penyusunan Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD 1 i
Dokumen Perubahan RKA-SKPD yang disusun
g?(tggmasn dan Penyusunan DPA- |, 1ah Dokumen DPA-SKPD yang disusun 1 | dokumen
Koordinasi dan Penyusunan Jumlah dokumen perubahan DPA-SKPD 1 D
Perubahan DPA-SKPD yang disusun
Koordinasi dan Penyusunan Jumlah Dokumen Laporan Capaian Kinerja
Laporan Capaian Kinerja dan dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD yang 1 dokumen
Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD disusun
R Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Daerah yang disusun 8 laporan
Administrasi Keuangan Persentase Administrasi Keuangan 100%
Perangkat Daerah Perangkat Daerah yang terpenuhi °
zg?qyedlaan Gaiji dan Tunjangan Jumlah Penyediaan Gaiji dan tunjangan ASN 57 orang
Pelaksanaan Penatausahaan dan
- L Jumlah bahan Penatausahaan dan
g;?%j jian/Verifikasi Keuangan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 400 | laporan
Koordinasi dan Pelaksanaan Jumlah Laporan Pelaksanaan Akuntansi 12 —
Akuntansi SKPD SKPD yang tersusun P
Koordinasi dan Penyusunan A
p Jumlah Dokumen Laporan Keuangan Akhir
Iéa'n(pl%an Keuangan Akhir Tahun Tahun SKPD yang tersusun 1 dokumen
Koordinasi dan Penyusunan Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/
Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD yang 18 laporan
Triwulanan/Semesteran SKPD tersusun
P i i Persentase Administrasi Barang Milik
Administrasi Barang Milik Daerah ,
pada Perangkat Daerah ItJeaerah pada Perangkat Daerah yang 100%
rsusun
Penyusunan Perencanaan
- Jumlah Laporan Perencanaan Kebutuhan
gf(t;lguhan Barang Milik Daerah Barang Milik Daerah SKPD yang tersusun 7 laporan
Rekonsiliasi dan Penyusunan_ A
i Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Laporan
Ié?(rg’;an Barang Milik Daerah pada Barang Milik Daerah pada SKPD 7 laporan
Administrasi Kepegawaian Persentase Administrasi Kepegawaian 100%
Perangkat Daerah Perangkat Daerah yang terlaksana
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta | Jumlah Pengadaan Pakaian Dinas Beserta 90 buah
Atribut Kelengkapannya Atribut Kelengkapannya
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Indikator Program/ Kegiatan/ Sub

Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Kegiatan Target
1 2 3

Administrasi Umum Perangkat Persentase Penyediaan Administrasi 80.33%
Daerah Umum Perangkat Daerah Lt
Penyediaan Komponen Instalasi . .

ey Jumlah Penyediaan Komponen Instalasi ;
Ii_(ls::tlcl:;;Penerangan Bangunan Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor 106 L
Penyediaan Peralatan dan Jumiah Penyediaan Peralatan dan 2101 -—
Perlengkapan Kantor Perlengkapan Kantor
Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Penyediaan Bahan Logistik Kantor 140 unit
Penyediaan Barang Cetakan dan Jumlah Penyediaan Barang Cetakan dan 12 —
Penggandaan Penggandaan )
Penyediaan Bahan Bacaan dan Jumlah Penyediaan Bahan Bacaan dan 4 —
Peraturan Perundang-undangan Peraturan Perundangundangan J
Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah Fasilitasi Kunjungan Tamu 7 kali
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi Jumlah Penyelenggaraan Rapat Koordinasi 138 kali
dan Konsultasi SKPD dan Konsultasi SKPD
Pengadaan Barang Milik Daerah Persentase Pengadaan Barang Milik
Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Penunjang Urusan Pemerintah 100%
Daerah Daerah yang terlaksana
Pengadaan Sarana dan Prasarana | Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung
Gedung Kantor atau Bangunan Kantor atau Bangunan Lainnya yang 1 unit
Lainnya diadakan
Penyediaan Jasa Penunjang Persentase Penyediaan Jasa Penunjang 100%
Urusan Pemerintahan Daerah Urusan Pemerintahan Daerah i
Penyediaan Jasa Komunikasi, Jumlah Jenis Penyediaan Jasa Komunikasi, 3 —
Sumber Daya Air dan Listrik Sumber Daya Air dan Listrik J
Penyediaan Jasa Peralatan dan Jumlah Jenis Penyediaan Jasa Peralatan 1 —
Perlengkapan Kantor dan Perlengkapan Kantor )
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Jumlah Jenis Penyediaan Jasa Pelayanan 8 enis
Kantor Umum Kantor )
Pemeliharaan Barang Milik Persentase Pemeliharaan Barang Milik
Daerah Penunjang Urusan Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan 91,67%
Pemerintahan Daerah Daerah yang terlaksana
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Jumlah Jasa Pemeliharaan, Biaya
Biaya Pemeliharaan dan Pajak Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan 27 _—
Kendaraan Perorangan Dinas atau | Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas
Kendaraan Dinas Jabatan Jabatan yang disediakan
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Jumlah Jasa Pemeliharaan, Biaya
Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan 1 unit
Perizinan Kendaraan Dinas Kendaraan Dinas Operasional atau
Operasional atau Lapangan Lapangan yang disediakan
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan 1 ik
Kantor dan Bangunan Lainnya Lainnya yang dipelihara/ direhabilitasi
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Indikator Program/ Kegiatan/ Sub

Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Kegiatan Target
1 2 3

Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana Jumlah Jenis Sarana dan Prasarana
dan Prasarana Gedung Kantor atau | Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 87 unit
Bangunan Lainnya yang dipelihara/direhabilitasi
PROGRAM PERENCANAAN, FATAAATA PERSEI AhE

KESELARASAN ANTAR DOKUMEN
PENGENDALIAN DAN EVALUASI 80%
PEMBANGUNAN DAERAH PERENCANAAN DAN PERENCANAAN

DENGAN PELAKSANAAN

Persentase Dokumen Perencanaan
;::5::;::" Perencanaan dan Pembangunan Daerah yang Tersusun 100%

Tepat Waktu
Koordinasi Penelaahan Dokumen
Perencanaan Pembangunan
Daerah dengan Dokumen Laporan Pelaksanaan CSR/TSLP 1 laporan
Kebijakan Lainnya -
Pelaksanaan Konsultasi Publik Berita Acara Hasil Forum Konsultasi Publik 2 laporan
Koordinasi Pelaksanaan Forum Berita Acara Hasil Forum SKPD/Lintas 2 laporan
SKPDILintas SKPD SKPD P
Pelaksanaan Musrenbang . ?
Kabupaten/Kota Berita Acara Hasil Musrenbang RKPD 1 laporan
Penyiapan Bahan Koordinasi Laporan Hasil Koordinasi Musrenbang 1 T
Musrenbang Kecamatan Kecamatan P
Koordinasi Penyusunan dan
Penetapan Dokumen Perencanaan | Jumlah dokumen perencanaan 5 | sk
Pembangunan Daerah pembangunan daerah yang disusun
Kabupaten/Kota
Q:::;?.g::a nd;:elr';f: g';::; Persentase Keterisian Data dan Informasi
Parericanasn Pemban unang Pemerintah Daerah Bidang Perencanaan 56%
9 Pembangunan Daerah

Daerah
Analisis Data dan Informasi s :
Perencanaan Pembangunan gg:‘:r:ncg::ar:]agseﬁng S:ing:g?:: . 1 dokumen
Daerah 9

Laporan Hasil Pembinaan dan Pemanfaatan

Data dan Informasi Perencanaan 1 laporan
Pembinaan dan Pemanfaatan Data Pembaangun:n P
dan Informasi Perencanaan - e
Pembangunan SKPD Laporan Pengembangan Sistem Aplikasi

Pendukung Data Informasi Perencanaan 1 laporan

Pembangunan Daerah
Penyusunan Profil Pembangunan
Daerah Kabupaten/ Kota Dokumen Profil Pembangunan Daerah 1 dokumen
Pengendalian, Evaluasi dan Persentase Pengendalian, Evaluasi dan
Pelaporan Bidang Perencanaan Pelaporan Bidang Perencanaan 100%
Pembangunan Daerah Pembangunan Daerah Yang Terlaksana
gg?éﬂ?:ﬁ;::ggﬁng;';i[;anaan Laporan Hasil Koordinasi Pengendalian
Pembangunan Daerah di Perencanaan dan Pelaksanaan 1 laporan
Kabupaten/ Kota Pembangunan Daerah
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Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan

Indikator Program/ Kegiatan/ Sub
Kegiatan

Target

1

2

Monitoring, Evaluasi dan
Penyusunan Laporan Berkala
Pelaksanaan Pembangunan
Daerah

Laporan Hasil Monitoring Evaluasi
Pelaksanaan Pembangunan Daerah

16 laporan

PROGRAM KOORDINASI DAN

PERSENTASE PERANGKAT DAERAH

SINKRONISAS| PERENCANAAN | DENGAN PERENCANAAN KINERJA 98,08%
PEMBANGUNAN DAERAH BERKUALITAS BAIK
Koordinasi Perencanaan Bidang Pc_arsentase Pe.rangkat Dasrah Lingiag
Pemerintahan dan Pembangunan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan 97,60%
Manusia Manusia (PPM) dengan Perencanaan "

Kinerja Berkualitas baik
Koordinasi Penyusunan Dokumen Jumlah Dokumen Laporan Hasil Koordinasi
Perencanaan Pembangunan Penyusunan Dokumen Perencanaan 2 dokumen
Daerah Bidang Pemerintahan Pembangunan Daerah Sub Bidang laporan

(RPJPD, RPJMD dan RKPD)

Pemerintahan yang tersusun

Asistensi Penyusunan Dokumen
Perencanaan Pembangunan
Perangkat Daerah Bidang
Pemerintahan

Jumiah Dokumen Perencanaan
Pembangunan Perangkat Daerah Yang
Telah di Asistensi lingkup Sub Bidang
Pemerintahan

48 | dokumen

Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas

Jumlah Dokumen Laporan Perencanaan

gaerr‘nﬁ::gs:;snaga':er;ing?d"::g" Pembangunan Daerah Bidang pemerintahan 1 dlg;l;':;"
Pemerintahan yang temusun
Jumlah Dokumen Laporan Hasil Koordinasi
o Penyusunan Dokumen Perencanaan 2 dokumen
Koordinasi Penyusunan Dokumen | pembangunan Daerah Sub. Bidang laporan
Perencanaan Pembangunan Pendidikan dan Kesehatan yang tersusun
Daerah Bidang Pembangunan - —
Manusia (RPJPD, RPJMD dan Jumlah Dokumen Laporan Hasil Koordinasi
RKPD) Penyusunan Dokumen Perncanaan 2 dokumen
Pembangunan Daerah Sub. Bidang laporan

Kependudukan yang tersusun

Asistensi Penyusunan Dokumen
Perencanaan Pembangunan
Perangkat Daerah Bidang
Pembangunan Manusia

Jumlah Dokumen Perencanaan
Pembangunan Perangkat Daerah Yang
Telah di Asistensi lingkup Sub.Bidang
Kependudukan

10 | dokumen

Jumlah Dokumen Perencanaan
Pembangunan Perangkat Daerah Yang
Telah di Asistensi lingkup Sub.Bidang
Pendidikan dan Kesehatan

8 dokumen

Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas
dan Harmonisasi Perencanaan
Pembangunan Daerah Bidang
Pembangunan Manusia

Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi
Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi
Perencanaan Pembangunan Daerah
Sub.Bid Kependudukan yang tersusun

1 dokumen

Jumlah dokumen laporan perencanaan
pembangunan daerah bidang pembangunan
manusia yang tersusun

dokumen
laporan

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi
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Indikator Program/ Kegiatan/ Sub

Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Kegiatan Target
1 2 3
o ; Persentase Perangkat Daerah Lingkup
Koordinasl P erencanaan Bidang Bidang Perekonomian dan Sumber Daya
Perekonomian dan SDA (Sumber 100%
Daya Alam) Alam (KOSDA) dengan Perencanaan
y Kinerja Berkualitas baik
Jumlah Dokumen Laporan Hasil Koordinasi
Penyusunan Dokumen Perencanaan dokumen
N Pembangunan Daerah Sub. Bidang laporan
gg?;:gans;:negit::;:s;uazl:lumen Keuangan dan Pariwisata yang tersusun
Daerah Bidang Perekonomian Jumlah Dokumen Laporan Hasil Koordinasi
(RPJPD, RPJMD dan RKPD) Penyusunan Dokumen Perencanaan dokumen
' Pembangunan Daerah Sub. Bidang s
Perdagangan Perindustrian dan Usaha P
Mikro yang tersusun
Jumlah Dokumen Perencanaan
Pembangunan Perangkat Daerah yang telah dalcunion
Aslstensl Penvisunan Dokumen di asistensi lingkup Sub. Bidang Keuangan
y dan Pariwisata
Perencanaan Pembangunan
Perangkat Daerah Bidang Jumlah Dokumen Perencanaan
Perekonomian Pembangunan Perangkat Daerah yang telah
di asistensi lingkup Sub. Bidang dokumen
Perdagangan Perindustrian dan Usaha
Mikro
Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas
dan Harmonisasi Perencanaan ;:ﬁ'g;nozi::%na:?;}f gg ar-';erencanaan dokumen
Pembangunan Daerah Bidang Berisk gy g laporan
Paskonomian erekonomian yang tersusun
Koordinasi Penyusunan Dokumen Jumlah Dokumen Laporan Hasil Koordinasi
Perencanaan Pembangunan Penyusunan Dokumen Perencanaan dokumen
Daerah Bidang SDA (RPJPD, Pembangunan Daerah Sub. Bidang laporan
RPJMD dan RKPD) Pertanian dan Perikanan yang tersusun
. ; Jumlah Dokumen Perencanaan
Asistensi Penyusunan Dokumen
Pembangunan Perangkat Daerah yang telah
E::::ci;taggep;:‘%?ggsn%% - di asistensi lingkup Sub. Bidang Pertanian S
9 9 dan Perikanan
Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi
Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi
o . . Perencanaan Pembangunan Daerah Sub. dokumen
Koordinasi Eelak.sanaan Sinergitas Bidang Pertanian dan Perikanan yang
dan Harmonisasi Perencanaan tersusun
Pembangunan Deerah Bidang SDA Jumlah Dokumen Laporan Perencanaan dokiiten
Pembangunan Daerah Bidang SDA yang Seasan
tersusun P
Persentase Perangkat Daerah Lingkup
Koordinasi Perencanaan Bidang | Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan 100%

Infrastruktur dan Kewilayahan

(INFRASWIL) dengan Perencanaan
Kinerja Berkualitas baik
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Indikator Program/ Kegiatan/ Sub

Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Kegiatan Target
1 2 -
Jumlah Dokumen Laporan Hasil Koordinasi
Penyusunan Dokumen Perencanaan
Pembangunan Daerah Sub.Bidang 2 dlgk:'r‘;?‘"
Koordinasi Penyusunan Dokumen Perhubungan dan Lingkungan Hidup yang P
Perencanaan Pembangunan tersusun
Daerah Bidang Infrastruktur Jumlah Dokumen Laporan Hasil Koordinasi
(RPJPD, RPJMD dan RKPD) Penyusunan Dokumen Perencanaan dokismen
Pembangunan Daerah Sub.Bidang 2 —
Perumahan Rakyat dan Kawasan P
Permukiman yang tersusun
Jumlah Dokumen Perencanaan
Pembangunan Perangkat Daerah Yang 6 dokuieh
. . Telah di Asistensi lingkup Sub Bidang
Ssnstenm Penyusunan Dokumen Perhubungan dan Lingkungan Hidup
erencanaan Pembangunan
Perangkat Daerah Bidang Jumlah Dokumen Perencanaan
Infrastruktur Pembangunan Perangkat Daerah Yang
Telah di Asistensi lingkup Sub Bidang 4 | dokumen
Perumahan Rakyat dan Kawasan
Permukiman
Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi
Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi
Perencanaan Pembangunan Daerah Sub ) dokumes
Bidang Perhubungan dan Lingkungan Hidup
Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi
dan Harmonisasi Perencanaan Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi
Pembangunan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah Sub 1 dokumen
Infrastruktur Bidang Perumahan dan Kawasan
Permukiman yang tersusun
Jumlah dokumen laporan perencanaan
pembangunan daerah bidang infrastruktur 2 dlglsl;r:;?]n
yang tersusun
Koordinasi Penyusunan Dokumen Jumlah Dokumen Laporan Hasil Koordinasi
Perencanaan Pembangunan Penyusunan Dokumen Perencanaan 2 dokumen
Daerah Bidang Kewilayahan Pembangunan Daerah Sub Bidang laporan
(RPJPD, RPJMD dan RKPD Kewilayahan Yang tersusun
Asistensi Penyusunan Dokumen Jumlah Dokumen Perencanaan
Perencanaan Pembangunan Pembangunan Perangkat Daerah Yang 4 dskiiinen
Perangkat Daerah Bidang Telah di Asistensi lingkup Sub bidang
Kewilayahan kewilayahan
Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi
. . . Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi 1 dakiinieh
Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas | perencanaan Pembangunan Daerah Sub .
dan Harmonisasi Perencanaan Bidang Kewilayahan yang tersusun
Pembangunan Daerah Bidang
Kewilayahan Jumlah Dokumen Lapora.n Perencapaan o,
Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan 1 |
aporan
yang tersusun

Sumber- Dokumen Pelaksanaan Penggeseran Anggaran Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tahun 2022
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AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas kinerja adalah kewajiban untuk menjawab dari perorangan,
badan hukum atau pimpinan kolektif secara transparan mengenai keberhasilan
atau kegagalan dalam melaksanakan misi organisasi kepada pihak-pihak yang
berwenang menerima pelaporan akuntabilitas/pemberi amanah. Badan
Perencanaan Pembangunan Daerah selaku pengemban amanah masyarakat
melaksanakan kewajiban berakuntabilitas melalui penyajian Laporan
Akuntabilitas Kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang dibuat
sesuai ketentuan yang diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun
2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan
Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja,
Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi
Pemerintah. Laporan tersebut memberikan gambaran penilaian tingkat
pecapaian target masing-masing indikator tujuan dan sasaran srategis yang
ditetapkan dalam dokumen Renstra Tahun 2018-2023 dan Perubahan Perjanjian
Kinerja Tahun 2022. Sesuai dengan ketentuan tersebut, pengukuran kinerja
digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan
sesuai dengan program dan sasaran yang ditetapkan untuk mewujudkan Visi dan

Misi Kabupaten Bangkalan yang ke-2.

Pengukuran kinerja dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Menteri Negara
Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun
2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata
Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Capaian indikator kinerja
utama (IKU) diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kinerjanya
masing-masing, sedangkan capaian kinerja tujuan/sasaran diperoleh
berdasarkan pengukuran atas indikator kinerja tujuan/sasaran strategis, cara

penyimpulan hasil pengukuran kinerja pencapaian tujuan/sasaran strategis
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dilakukan dengan membuat capaian rata-rata atas capaian indikator kinerja

tujuan/sasaran.

Predikat nilai capaian kinerjanya dikelompokan dalam skala pengukuran
ordinal dengan pendekatan petunjuk pelaksanaan evaluasi akuntabilitas kinerja
instansi pemerintah dan predikat capaian kinerja untuk realisasi capaian kinerja

sebagai berikut:

Tabel 3.1
Pengkategorian Capaian Kinerja

No Kategori/interpretasi Rata-Rata % Capaian
1 Sangat Tinggi 91 <100

2 | Tinggi 76 =90

3 |Sedang 66 <75

4 |Rendah 51<65

5 Sangat Rendah <50

Selanjutnya berdasarkan hasil evaluasi kinerja dilakukan analisis
pencapaian kinerja untuk memberikan informasi yang lebih transparan mengenai
sebab-sebab tercapai atau tidak tercapainya kinerja yang diharapkan.

Dalam laporan ini, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dapat
memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target kegiatan dari masing-
masing kelompok indikator kinerja kegiatan dan penilaian tingkat pencapaian
target sasaran dari masing-masing indikator kinerja sasaran yang ditetapkan
dalam dokumen Perubahan Renstra 2018-2023 maupun Perubahan Rencana
Kerja Tahun 2022. Sesuai ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan
untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan
program, sasaran yang telah ditetapkan dalam mewujudkan visi dan misi instansi
pemerintah. Pelaporan Kinerja ini didasarkan pada Perubahan Perjanjian
Kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tahun 2022 dan Indikator
Kinerja Utama Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tahun 2018-2023.
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A. Capaian Kinerja Organisasi

Dalam lebih

instansi

rangka mengukur dan peningkatan kinerja serta
meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah, maka setiap
pemerintah perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU). Untuk itu
pertama kali yang perlu dilakukan instansi pemerintah adalah menentukan apa
yang menjadi kinerja utama dari instansi pemerintah yang bersangkutan.
Dengan demikian kinerja utama terkandung dalam tujuan dan sasaran
strategis instansi pemerintah, sehingga IKU merupakan ukuran keberhasilan
dari suatu tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah. Dengan kata lain
IKU digunakan sebagai ukuran keberhasilan dari instansi pemerintah yang
bersangkutan. Upaya untuk meningkatkan akuntabilitas, Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah juga melakukan reviu terhadap Indikator Kinerja Utama
dengan memperhatikan capaian kinerja, permasalahan dan isu-isu strategis
yang sangat mempengaruhi keberhasilan suatu organisasi. Hasil pengukuran
atas indikator kinerja utama Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
tahun 2022 menunjukan hasil sebagai berikut:

Tabel 3.2

Capaian Indikator Kinerja Utama
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH Tahun 2022

Tujuan/ Indikator Capaian
No. Sassisn Kinerja Target | Realisasi %) Kategori | Sumber Data

1 Terwujudnya Rata-rata 87,00 86,32 99,22 Sangat Bappeda Kab.
Perencanaan persentase Tinggi Bangkalan
Pembangunan | ketercapaian
yang Efektif indikator kinerja

Program

Persentase 80,00 85,71 107,13 Sangat Bappeda Kab.
indicator kinerja Tinggi Bangkalan
RPJMD dengan

capaian hasil

minimal 80%

2 Terpenuhinya Indeks 88,00 85,44 97,09 Sangat Bappeda Kab.
Pelayanan Kepuasan Tinggi Bangkalan
Kesekretariatan | Layanan Internal

Kesekretariatan
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Uraian penjelasan tabel:

1. Indikator kinerja ‘“rata-rata persentase ketercapaian indikator kinerja

Program” mendapat kategori “Sangat Tinggi” dengan capaian kinerja
sebesar 99,22%. Hal ini disebabkan karena adanya asistensi dalam
dokumen perencanaan perangkat daerah dan monitoring atas evaluasi
kinerja triwulan yang disampaikan.

. Indikator kinerja “Persentase indicator kinerja RPJMD dengan capaian hasil
minimal 80%” mendapat kategori “Sangat Tinggi” dengan capaian kinerja
sebesar 107,13%. Hal ini secara umum telah menunjukkan peningkatan yang
cukup baik atas realisasi capaian indicator kinerja daerah.

. Indikator kinerja “Indeks Kepuasan Layanan Internal Kesekretariatan”
mendapat kategori “Sangat Tinggi" dengan capaian kinerja sebesar
97,09%. Hal ini dikarenakan terpenuhinya pelayanan kesekretariatan dalam

tersedianya sarana dan prasarana yang cukup memadai.

Perbandingan capaian kinerja tahun 2022 dengan capaian kinerja tahun

sebelumnya diuraikan pada tabel berikut:

Tabel 3.3
Perbandingan Capaian Kinerja
Tujuan/ Realisasi Tahun 2022
No Sasiran Indikator Kinerja R %
2018 2021 Target | Realisasi Gapaian
1 Meningkatkan Nilai
Kinerja Perencanaan
Pemerintahan Kinerja Daerah
Daerah melalui | dalam 21,24 | 21,50 | 21,40 23,51 22,20 94,42
Perencanaan mendukung Nilai
Pembangunan | SAKIP
yang Efektif
1 Terwujudnya Persentase 59,62 69,23 -
Perencanaan perangkat daerah
Pembangunan dengan
yang Efektif perencanaan
kinerja berkualitas
baik
Rata-Rata 98,00 | 88,89 | 79,37 87,00 86,32 99,21
Persentase
ketercapaian
indikator kinerja
Program
Persentase 80,00 | 67,50 | 76,19 80,00 85,71 107,13
indicator kinerja
_RPJMD dengan
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. Tujuan/ Realisasi Tahun 2022
o Indikator Kinerja
Sasaran i %
2019 2020 2021 Target Realisasi Capaian
2 Meningkatkan Persentase - - 82,47 91,53 89,13 97,37
Kinerja Urusan | Ketercapaian
Perencanaan Kinerja Program
Urusan
Perencanaan
1 Terpenuhinya Indeks Kepuasan 82,32 78,17 78,60 88,00 85,44 97,09
Pelayanan Layanan Internal
Kesekretariatan | Kesekretariatan

Uraian penjelasan tabel:

1. Realisasi indikator Kinerja “Nilai Perencanaan Kinerja Daerah dalam
mendukung Nilai SAKIP” dari tahun 2019 — 2021 mengalami fluktuatif,
yang mana pada tahun 2021 turun sebesar 0,1%. Penurunan ini
berdasarkan catatan hasil evaluasi KemenpanRB dikarenakan perbaikan
kualitas perencanaan kinerja belum signikan sehingga sasaran dan
indikator kinerja lebih berorientasi hasil. Pada tahun 2022 realisasinya
sebesar 22,2% dengan capaian 94,42%. Capaian pada tahun 2021
dengan tahun 2022 tidak dapat disandingkan karena berdasarkan
PermenpanRB Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas
Kinerja Instansi Pemerintah terdapat perubahan bobot komponen dan
sub komponen serta kriteria penilaiannya.

2. Realisasi indikator kinerja “Persentase Perangkat Daerah dengan
Perencanaan Kinerja Berkualitas Baik” dari tahun 2019-2020 mengalami
peningkatan meskipun tidak signifikan. Pada tahun 2021 indikator
tersebut tidak dipakai lagi dikarenakan adanya nomenklatur baru yang
harus disesuaikan, dan hasil dari asistensi indikator kinerja berubah
menjadi Rata-rata persentase ketercapaian Indikator Kinerja Program.
Realisasi indikator rata-rata persentase ketercapaian indikator kinerja
program dari tahun 2021 - 2022 mengalami peningkatan sebesar 6,95%.
Hal ini disebabkan karena adanya asistensi dalam dokumen
perencanaan perangkat daerah dan monitoring atas evaluasi kinerja

triwulan yang disampaikan.
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3. Realisasi indikator kinerja “Persentase indicator kinerja RPJMD dengan
capaian hasil minimal 80%” dari tahun 2019 — 2022 mengalami fluktuatif.
Pada tahun 2020 realisasi sebesar 67,5% dikarenakan adanya pandemic
Covid-19 yang mengakibatkan refocusing anggaran sehingga beberapa
kegiatan di semua Perangkat Daerah Kabupaten Bangkalan tidak
dilaksanakan sehingga berpengaruh pada penurunan kinerja indikator
daerah, sedangkan pada tahun 2021 dan 2022 realisasinya mengalami
peningkatan yang cukup signifikan. Hal ini secara umum telah
menunjukkan peningkatan yang cukup baik atas realisasi capaian
indicator kinerja daerah.

4. Realisasi indikator kinerja “Persentase Ketercapaian Kinerja Program
Urusan Perencanaan” baru ada tahun 2021 dengan realisasi sebesar
82,47%. Pada tahun 2022 mengalami peningkatan sebesar 6,66%. Hal
ini disebabkan realisasi program dalam urusan perencanaan sudah
mencapai target sehingga mengalami peningkatan yang cukup baik.

5. Realisasi indikator kinerja “Indeks Kepuasan Layanan Internal

Kesekretariatan” dari tahun 2019-2022 mengalami fluktuatif. Dari tahun

2019-2022 mengalami peningkatan yang cukup signifikan meskipun

belum mencapai target.

Perbandingan realisasi kinerja sampai dengan tahun 2022 dengan target
jangka menengah yang terdapat pada dokumen perencanaan strategis Badan
Perencanaan Pembangunan Daerah periode 2018-2023 diuraikan sebagai
berikut:

Tabel 3.4
Tingkat Kemajuan Capaian Sasaran Strategis
Realisasi
No. Tujuan/Sasaran Indikator Kinerja | Kinerja Tahun Al;l;;:gie;zs K-'e-lr'r:gjk::n
2022
1 2 3 4 5 6=4/5"100
1 Meningkatkan Kinerja | Nilai Perencanaan 22,20 24,34 91,20

Pemerintahan Daerah
melalui Perencanaan
Pembangunan yang
Efektif

Kinerja Daerah
dalam mendukung
Nilai SAKIP
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Realisasi
Target Tingkat
No. Tujuan/Sasaran Indikator Kinerja Kinelgoaz‘;ahun Akhir 2023 Kemajuan
1 2 3 4 5 6=4/5"100
1 Terwujudnya Rata-Rata 86,32 88,00 98,09
Perencanaan Persentase
Pembangunan yang ketercapaian
Efektif indikator kinerja
Program
Persentase 85,71 79,00 108,49
indicator kinerja
RPJMD dengan
capaian hasil
minimal 80%
2 Meningkatkan Kinerja Persentase 89,13 95,00 93,82
Urusan Perencanaan Ketercapaian Kinerja
Program Urusan
Perencanaan
1 Terpenuhinya Indeks Kepuasan 85,44 87,00 98,20
Pelayanan Layanan Internal
Kesekretariatan Kesekretariatan

Uraian penjelasan tabel:

1

Tingkat kemajuan indikator kinerja “Nilai Perencanaan Kinerja Daerah
dalam mendukung Nilai SAKIP" sebesar 91,20%.

Tingkat kemajuan indikator kinerja “Rata-Rata Persentase ketercapaian
indikator kinerja Program” sebesar 98,09%.

Tingkat kemajuan indikator kinerja “Persentase indicator kinerja RPJMD
dengan capaian hasil minimal 80%" sebesar 108,49%.

Tingkat kemajuan indikator kinerja “Persentase Ketercapaian Kinerja
Program Urusan Perencanaan” sebesar 93,82%.

Tingkat kemajuan indikator kinerja “Indeks Kepuasan Layanan Internal

Kesekretariatan” sebesar 98,20%.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah




Perbandingan realisasi kinerja tahun 2022 dengan standart nasional
diuraikan sebagai berikut:

Tabel 3.5
Perbandingan Capaian dengan Standar Nasional/ Provinsi/
Kabupaten/Kota lain

Nei | Tofuad/Sasaran Indikator Realisasi Standar %
Kinerja Tahun 2022 | Nasional | Capaian
2 3 1 5 6=4/5*100
1 Meningkatkan Nilai 22,20 30 74
kinerja perencanaan
pemerintah kinerja daerah
daerah melalui dalam
perencanaan mendukung
pembangunan nilai SAKIP
yang efektif
1 | Terwujudnya Rata-Rata 86.32 - -
Perencanaan Persentase
Pembangunan ketercapaian
yang Efektif indikator kinerja
Program
Persentase 85,71 - -
indicator kinerja
RPJMD dengan
capaian hasil
minimal 80%
2 | Meningkatkan Persentase 89,13 - -
Kinerja Urusan Ketercapaian
Perencanaan Kinerja
Program
Urusan
Perencanaan
1 | Terpenuhinya Indek Kepuasan 85,44 - -
Pelayanan Layanan
Kesekertariatan Internal
Kesekretariatan
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Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan

kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan disajikan pada tabel berikut:

Tabel 3.6
Analisis Keberhasilan, Kegagalan dan Solusi

baik

Analisis
Tujuan/ Indikator % Solusi yang
No. Target | Realisasi Keberhasilan/
Sasaran Kinerja Capaian K i dilakukan
1 Meningkatkan Nilai 23,51 22,20 94,42 Telah Menyusun
Kinerja Perencanaan menindaklanjuti penjenjangan
Pemerintahan Kinerja Daerah rekomendasi kinerja baik
Daerah melalui dalam hasil evaluasi tingkat kabupaten
Perencanaan mendukung AKIP maupun
Pembangunan Nilai SAKIP Perangkat Daerah
yang Efektif
1 Terwujudnya Rata-Rata 87,00 86,32 99,21 Capaian Memonitoring
Perencanaan Persertass indicator kinerja evaluasi renja
Pembangunan k A program perangkat daerah
: etercapaian
yang Efektif indikator kinerja perangkat
Program daerah sydah
cukup baik
Persentase 80,00 85,71 107,13
indicator kinerja
RPJMD dengan
capaian hasil
minimal 80%
2 Meningkatkan Persentase 91,53 89,13 97,37
Kinerja Urusan Ketercapaian
Perencanaan Kinerja
Program
Urusan
Perencanaan
2 Terpenuhinya 88,00 85,44 97,09 Pelayanan Terpeliharanya
Pelayanan Indeks internal sarana dan
Kesekretariatan Kepuasan kesekretariatan prasarana kantor
Layanan Internal yang diberikan dengan baik
Kesekretariatan sudah cukup

Uraian penjelasan tabel:

1.
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Capaian indikator kinerja “Nilai Perencanaan Kinerja Daerah dalam
mendukung Nilai SAKIP” sebesar 94,42%.

Capaian indikator kinerja “Rata-Rata Persentase ketercapaian indikator

kinerja Program” sebesar 99,21%.

Capaian indikator kinerja “Persentase indicator kinerja RPJMD dengan

capaian hasil minimal 80%" sebesar 107,13%.

Capaian indikator kinerja “Persentase Ketercapaian Kinerja Program U

rusan Perencanaan” sebesar 97,37%.




“Indeks

Kesekretariatan” sebesar 97,09%.

5. Capaian indikator kinerja Kepuasan Layanan Internal

Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun

kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

Tabel 3.7
Analisis Keberhasilan dan Kegagalan Program dan Kegiatan
. Tujuan/ Indikator % Program/ Indikator % "‘";‘I':a‘:""
Sasaran Kinerja Capaian Kegiatan Kinerja Capaian Menunjang
Terpenuhi Indeks 97,09 PROGRAM Persentase 90.22 Menunjang
nya Pelayanan Kepuasan PENUNJANG terpenuhinya
Kesekretariatan Layanan URUSAN penunjang
Internal PEMERINTAHAN | urusan
Kesekretariatan DAERAH pemerintahan
KABUPATEN/
KOTA
1 Perencanaan, Persentase 100 Menunjang
Penganggaran, tersusunnya
dan Evaluasi Perencanaan,
Kinerja Penganggaran,
Perangkat dan Evaluasi
Daerah Kinerja
Perangkat
Daerah
Penyusunan Jumlah 100 Menunjang
Dokumen Dokumen
Perencanaan Perencanaan
Perangkat Daerah | Perangkat
Daerah yang
tersusun
Koordinasi dan Jumlah 100 Menunjang
Penyusunan Dokumen RKA-
Dokumen RKA- SKPD yang
SKPD disusun
Koordinasi dan Jumlah 100 Menunjang
Penyusunan Dokumen
Dokumen Perubahan
Perubahan RKA- RKA-SKPD
SKPD yang disusun
Koordinasi dan Jumlah 100 Menunjang
Penyusunan DPA- | Dokumen DPA-
SKPD SKPD yang
disusun
Koordinasi dan Jumiah 100 Menunjang
Penyusunan Dokumen
Perubahan DPA- Perubahan
SKPD DPA-SKPD
yang disusun
Koordinasi dan Jumlah 100 Menunjang
Penyusunan Dokumen
Laporan Capaian Laporan
Kinerja dan Capaian Kinerja
Ikhtisar Realisasi dan lkhtisar
Kinerja SKPD Realisasi
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Menunjang/

No. Tujuan/ Indikator % Program/ Indikator % Tidak
Sasaran Kinerja Capaian Kegiatan Kinerja Capaian Menunjang
Kinerja SKPD
yang disusun
Evaluasi Kinerja Jumlah Laporan 100 Menunjang
Perangkat Daerah | Evaluasi Kinerja
Perangkat
Daerah yang
disusun
2 Administrasi Persentase 99.28 Menunjang
Keuangan Administrasi
Perangkat Keuangan
Daerah Perangkat
Daerah yang
terpenuhi
Penyediaan Gaji Jumlah 100 Menunjang
dan Tunjangan Penyediaan Gaji
ASN dan tunjangan
ASN
Pelaksanaan Jumlah bahan 96.5 Menunjang
Penatausahaan Penatausahaan
dan dan Pengujian/
Pengujian/Verifika | Verifikasi
si Keuangan Keuangan
SKPD SKPD
Koordinasi dan Jumlah Laporan 100 Menunjang
Pelaksanaan Pelaksanaan
Akuntansi SKPD Akuntansi SKPD
yang tersusun
Koordinasi dan Jumiah 100 Menunjang
Penyusunan Dokumen
Laporan Laporan
Keuangan Akhir Keuangan Akhir
Tahun SKPD Tahun SKPD
yang tersusun
Koordinasi dan Jumlah Laporan 100 Menunjang
Penyusunan Keuangan
Laporan Bulanan/
Keuangan Triwulanan/
Bulanan/Triwulana | Semesteran
n/Semesteran SKPD yang
SKPD tersusun
3 Administrasi Persentase 100 Menunjang
Barang Milik Administrasi
Daerah pada Barang Milik
Perangkat Daerah pada
Daerah Perangkat
Daerah yang
tersusun
Penyusunan Jumlah Laporan 100 Menunjang
Perencanaan Perencanaan
Kebutuhan Kebutuhan
Barang Milik Barang Milik
Daerah SKPD Daerah SKPD
yang tersusun
Rekonsiliasi dan Jumlah Laporan 100 Menunjang

Penyusunan
Laporan Barang
Milik Daerah pada
SKPD

Rekonsiliasi dan
Laporan Barang
Milik Daerah
pada SKPD
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Menunjang/

e Tujuan/ Indikator % Program/ Indikator % Tidak
Sasaran Kinerja Capaian Kegiatan Kinerja Capaian Menunjang
4 Administrasi Persentase 100 Menunjang
Kepegawaian Administrasi
Perangkat Kepegawaian
Daerah Perangkat
Daerah yang
terlaksana
Pengadaan Jumlah 100 Menunjang
Pakaian Dinas Pengadaan
beserta Atribut Pakaian Dinas
Kelengkapannya Beserta Atribut
Kelengkapanny
a
5 Administrasi Persentase 121.06 Menunjang
Umum Perangkat | Penyediaan
Daerah Administrasi
Umum
Perangkat
Daerah
Penyediaan Jumiah 96.23 Menunjang
Komponen Penyediaan
Instalasi Komponen
Listrik/Peneranga | Instalasi
n Bangunan Listrik/Penerang
Kantor an Bangunan
Kantor
Penyediaan Jumlah 91.1 Menunjang
Peralatan dan Penyediaan
Perlengkapan Peralatan dan
Kantor Perlengkapan
Kantor
Penyediaan Jumlah 93.57 Menunjang
Bahan Logistik Penyediaan
Kantor Bahan Logistik
Kantor
Penyediaan Jumlah 100 Menunjang
Barang Cetakan Penyediaan
dan Penggandaan | Barang Cetakan
dan
Penggandaan
Penyediaan Jumlah 100 Menunjang
Bahan Bacaan Penyediaan
dan Peraturan Bahan Bacaan
Perundang- dan Peraturan
undangan Perundang-
undangan
Fasilitasi Jumilah Fasilitasi 100 Menunjang
Kunjungan Tamu Kunjungan
Tamu
Penyelenggaraan | Jumlah 100 Menunjang
Rapat Koordinasi Penyelenggaraa
dan Konsultasi n Rapat
SKPD Koordinasi dan
Konsultasi
SKPD
6 Pengadaan Persentase 0
Barang Milik Pengadaan
Daerah Barang Milik
Penunjang Daerah
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Menunjang/

e Tujuan/ Indikator % Program/ Indikator % Tidak
Sasaran Kinerja Capaian Kegiatan Kinerja Capaian Menunjang
Urusan Penunjang
Pemerintah Urusan
Daerah Pemerintah
Daerah yang
terlaksana
Pengadaan Jumlah Sarana 0
Sarana dan dan Prasarana
Prasarana Gedung Kantor
Gedung Kantor atau Bangunan
atau Bangunan Lainnya yang
Lainnya diadakan
7 Penyediaan Jasa | Persentase 100 Menunjang
Penunjang Penyediaan
Urusan Jasa
Pemerintahan Penunjang
Daerah Urusan
Pemerintahan
Daerah
Penyediaan Jasa Jumlah 100 Menunjang
Komunikasi, Penyediaan
Sumber Daya Air Jasa
dan Listrik Komunikasi,
Sumber Daya
Air dan Listrik
Penyediaan Jasa Jumiah 100 Menunjang
Peralatan dan Penyediaan
Perlengkapan Jasa Peralatan
Kantor dan
Perlengkapan
Kantor
Penyediaan Jasa Jumilah 100 Menunjang
Pelayanan Umum | Penyediaan
Kantor Jasa Pelayanan
Umum Kantor
8 Pemeliharaan Persentase 109.09 Menunjang
Barang Milik Pemeliharaan
Daerah Barang Milik
Penunjang Daerah
Urusan Penunjang
Pemerintahan Urusan
Daerah Pemerintahan
Daerah yang
terlaksana
Penyediaan Jasa Jumlah Jasa 100 Menunjang
Pemeliharaan, Pemeliharaan,
Biaya Biaya
Pemeliharaan, Pemeliharaan,
dan Pajak dan Pajak
Kendaraan Kendaraan
Perorangan Dinas | Perorangan
atau Kendaraan Dinas atau
Dinas Jabatan Kendaraan
Dinas Jabatan
yang disediakan
Penyediaan Jasa Jumlah Jasa 100 Menunjang
Pemeliharaan, Pemeliharaan,
Biaya Biaya
Pemeliharaan, Pemeliharaan,
Pajak dan Pajak dan

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah




Menunjang/

No. Tujuan/ Indikator % Program/ Indikator % Tidak
Sasaran Kinerja Capaian Kegiatan Kinerja Capaian Menunjang
Perizinan Perizinan
Kendaraan Dinas | Kendaraan
Operasional atau Dinas
Lapangan Operasional
atau Lapangan
yang disediakan
Pemeliharaan/Reh | Jumilah Gedung 100 Menunjang
abilitasi Gedung Kantor dan
Kantor dan Bangunan
Bangunan Lainnya yang
Lainnya dipelihara/
direhabilitasi
Pemeliharaan/Reh | Jumlah Sarana 100 Menunjang
abilitasi Sarana dan Prasarana
dan Prasarana Gedung Kantor
Gedung Kantor atau Bangunan
atau Bangunan Lainnya yang
Lainnya dipelihara/
direhabilitasi
Terwujudnya Rata-Rata 99,21 PROGRAM Persentase 100 Menunjang
Perencanaan Persentase KOORDINASI DAN| perangkat
Pembangunan ketercapaian SINKRONISASI daerah dengan
yang Efektif indikator PERENCANAAN | perencanaan
kinerja Program PEMBANGUNAN | kinerja
DAERAH berkualitas
baik
1 Koordinasi Persentase 100 Menunjang
Perencanaan Perangkat
Bidang Daerah
Pemerintahan Lingkup
dan Bidang
Pembangunan Pemerintahan
Manusia dan
Pembangunan
Manusia (PPM)
dengan
Perencanaan
Kinerja
Berkualitas
baik
Koordinasi Jumiah 100 Menunjang
Penyusunan Dokumen
Dokumen Laporan Hasil
Perencanaan Koordinasi
Pembangunan Penyusunan
Daerah Bidang Dokumen
Pemerintahan Perencanaan
(RPJPD, RPJMD Pembangunan
dan RKFD) Daerah Sub
Bidang
Pemerintahan
yang disusun
Asistensi Jumilah 100 Menunjang
Penyusunan Dokumen
Dokumen Perencanaan
Perencanaan Pembangunan
Pembangunan Perangkat
Perangkat Daerah | Daerah Yang
Telah di
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Menunjang/

No. Tujuan/ Indikator % Program/ Indikator % Tidak
Sasaran Kinerja Capaian Kegiatan Kinerja Capaian Menunjang
Bidang Asistensi
Pemerintahan lingkup Sub
Bidang
Pemerintahan
Koordinasi Jumiah 100 Menunjang
Pelaksanaan Dokumen
Sinergitas dan Laporan
Harmonisasi Perencanaan
Perencanaan Pembangunan
Pembangunan Daerah Sub
Daerah Bidang Bidang
Pemerintahan pemerintahan
yang tersusun
Koordinasi Jumiah 100 Menunjang
Penyusunan Dokumen
Dokumen Laporan Hasil
Perencanaan Koordinasi
Pembangunan Penyusunan
Daerah Bidang Dokumen
Pembangunan Perncanaan
Manusia (RPJPD, Pembangunan
RPJMD dan Daerah Sub.
RKPD) Bidang
Pendidikan dan
Kesehatan yang
tersusun
Koordinasi Jumiah 100 Menunjang
Penyusunan Dokumen
Dokumen Laporan Hasil
Perencanaan Koordinasi
Pembangunan Penyusunan
Daerah Bidang Dokumen
Pembangunan Perncanaan
Manusia (RPJPD, | Pembangunan
RPJMD dan Daerah Sub.
RKPD) Bidang
Kependudukan
yang tersusun
Asistensi Jumlah 100 Menunjang
Penyusunan Dokumen
Dokumen Perencanaan
Perencanaan Pembangunan
Pembangunan Perangkat
Perangkat Daerah | Daerah Yang
Bidang Telah di
Pembangunan Asistensi
Manusia lingkup
Sub.Bidang
Pendidikan dan
Kesehatan
Asistensi Jumlah 100 Menunjang
Penyusunan Dokumen
Dokumen Perencanaan
Perencanaan Pembangunan
Pembangunan Perangkat
Perangkat Daerah | Daerah Yang
Bidang Telah di
Pembangunan Asistensi
Manusia lingkup
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Menunjang/

o Tujuan/ Indikator % Program/ Indikator % Tidak
Sasaran Kinerja Capaian Kegiatan Kinerja Capaian Menunjang
Sub.Bidang
Kependudukan
Koordinasi Jumlah 100 Menunjang
Pelaksanaan Dokumen Hasil
Sinergitas dan Koordinasi
Harmonisasi Pelaksanaan
Perencanaan Sinergitas dan
Pembangunan Harmonisasi
Daerah Bidang Perencanaan
Pembangunan Pembangunan
Manusia Daerah Sub.Bid
Kependudukan
yang tersusun
Koordinasi Jumlah 100 Menunjang
Pelaksanaan dokumen
Sinergitas dan Laporan
Harmonisasi perencanaan
Perencanaan Pembangunan
Pembangunan Daerah Bidang
Daerah Bidang pembangunan
Pembangunan manusia yang
Manusia tersusun
2 Koordinasi Persentase 100 Menunjang
Perencanaan Perangkat
Bidang Daerah
Perekonomian Lingkup
dan SDA Bidang
(Sumber Daya Perekonomian
Alam) dan Sumber
Daya Alam
(KOSDA)
dengan
Perencanaan
Kinerja
Berkualitas
baik
Koordinasi Jumlah 100 Menunjang
Penyusunan Dokumen
Dokumen Laporan Hasil
Perencanaan Koordinasi
Pembangunan Penyusunan
Daerah Bidang Dokumen
Perekonomian Perencanaan
(RPJPD, RPJMD Pembangunan
dan RKPD) Daerah Sub.
Bidang
Perdagangan
Perindustrian
dan Usaha
Mikro yang
tersusun
Koordinasi Jumiah 100 Menunjang
Penyusunan Dokumen
Dokumen Laporan Hasil
Perencanaan Koordinasi
Pembangunan Penyusunan
Daerah Bidang Dokumen
Perekonomian Perencanaan
Pembangunan
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Menunjang/

No. Tujuan/ Indikator % Program/ Indikator % Tidak
Sasaran Kinerja Capaian Kegiatan Kinerja Capaian Maninjang
(RPJPD, RPJMD Daerah Sub.
dan RKPD) Bidang
Keuangan dan
Pariwisata yang
tersusun
Asistensi Jumiah 100 Menunjang
Penyusunan Dokumen
Dokumen Perencanaan
Perencanaan Pembangunan
Pembangunan Perangkat
Perangkat Daerah | Daerah Yang
Bidang Telah di
Perekonomian Asistensi
lingkup Sub.
Bidang
Perdagangan
Perindustrian
dan Usaha
Mikro
Asistensi Jumlah 100 Menunjang
Penyusunan Dokumen
Dokumen Perencanaan
Perencanaan Pembangunan
Pembangunan Perangkat
Perangkat Daerah | Daerah Yang
Bidang Telah di
Perekonomian Asistensi
lingkup Sub.
Bidang
Keuangan dan
Pariwisata
Koordinasi Jumlah 100 Menunjang
Pelaksanaan dokumen
Sinergitas dan laporan
Harmonisasi perencanaan
Perencanaan pembangunan
Pembangunan daerah bidang
Daerah Bidang perekonomian
Perekonomian yang tersusun
Koordinasi Jumiah 100 Menunjang
Penyusunan Dokumen
Dokumen Laporan Hasil
Perencanaan Koordinasi
Pembangunan Penyusunan
Daerah Bidang Dokumen
SDA (RPJPD, Perencanaan
RPJMD dan Pembangunan
RKPD) Daerah
Sub.Bidang
Pertanian dan
Perikanan yang
tersusun
Asistensi Jumlah 100 Menunjang
Penyusunan Dokumen
Dokumen Perencanaan
Perencanaan Pembangunan
Pembangunan Perangkat
Perangkat Daerah | Daerah Yang
Bidang SDA Telah di
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Menunjang/

No Tujuan/ Indikator % Program/ Indikator % Tidak
Sasaran Kinerja Capaian Kegiatan Kinerja Capaian Menunjang
Asistensi
lingkup
Sub.Bidang
Pertanian dan
Perikanan
Koordinasi Jumiah 100 Menunjang
Pelaksanaan dokumen hasil
Sinergitas dan koordinasi
Harmonisasi pelaksanaan
Perencanaan sinergitas dan
Pembangunan harmonisasi
Daerah Bidang perencanaan
SDA pembangunan
daerah sub
bidang
pertanian dan
perikanan yang
tersusun
Koordinasi Jumlah 100 Menunjang
Pelaksanaan dokumen
Sinergitas dan laporan
Harmonisasi perencanaan
Perencanaan pembangunan
Pembangunan daerah bidang
Daerah Bidang SDA yang
SDA tersusun
3 Koordinasi Persentase 100 Menunjang
Perencanaan Perangkat
Bidang Daerah
Infrastruktur dan | Lingkup
Kewilayahan Bidang
Infrastruktur
dan
Kewilayahan
(INFRASWIL)
dengan
Perencanaan
Kinerja
Berkualitas
baik
Koordinasi Jumlah 100 Menunjang
Penyusunan Dokumen
Dokumen Laporan Hasil
Perencanaan Koordinasi
Pembangunan Penyusunan
Daerah Bidang Dokumen
Infrastruktur Perencanaan
(RPJPD, RPJMD Pembangunan
dan RKPD) Daerah
Sub.Bidang
Perhubungan
dan Lingkungan
Hidup yang
tersusun
Koordinasi Jumlah 100 Menunjang
Penyusunan Dokumen
Dokumen Laporan Hasil
Perencanaan Koordinasi
Pembangunan Penyusunan
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Menunjang/

No Tujuan/ Indikator % Program/ Indikator % Tidak
Sasaran Kinerja Capaian Kegiatan Kinerja Capaian Menunjang
Daerah Bidang Dokumen
Infrastruktur Perencanaan
(RPJPD, RPJMD Pembangunan
dan RKPD) Daerah
Sub.Bidang
Perumahan
Rakyat dan
Kawasan
Permukiman
yang tersusun
Asistensi Jumiah 100 Menunjang
Penyusunan Dokumen
Dokumen Perencanaan
Perencanaan Pembangunan
Pembangunan Perangkat
Perangkat Daerah | Daerah Yang
Bidang Telah di
Infrastruktur Asistensi
lingkup Sub
Bidang
Perhubungan
dan Lingkungan
Hidup
Asistensi Jumiah 100 Menunjang
Penyusunan Dokumen
Dokumen Perencanaan
Perencanaan Pembangunan
Pembangunan Perangkat
Perangkat Daerah | Daerah Yang
Bidang Telah di
Infrastruktur Asistensi
lingkup Sub
Bidang
Perumahan
Rakyat dan
Kawasan
Permukiman
Koordinasi Jumilah 100 Menunjang
Pelaksanaan Dokumen Hasil
Sinergitas dan Koordinasi
Harmonisasi Pelaksanaan
Perencanaan Sinergitas dan
Pembangunan Harmonisasi
Daerah Bidang Perencanaan
Infrastruktur Pembangunan
Daerah Sub
Bidang
Perhubungan
dan Lingkungan
Hidup
Koordinasi Jumlah 100 Menunjang
Pelaksanaan Dokumen Hasil
Sinergitas dan Koordinasi
Harmonisasi Pelaksanaan
Perencanaan Sinergitas dan
Pembangunan Harmonisasi
Daerah Bidang Perencanaan
Infrastruktur Pembangunan
Daerah Sub
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Menunjang/

No. Tujuan/ Indikator % Program/ Indikator % Tidak
Sasaran Kinerja Capaian Kegiatan Kinerja Capaian Monuilnng
Bidang
Perumahan dan
Kawasan
Permukiman
Koordinasi Jumlah 100 Menunjang
Pelaksanaan Dokumen
Sinergitas dan Laporan
Harmonisasi Perencanaan
Perencanaan Pembangunan
Pembangunan Daerah Bidang
Daerah Bidang Infrastruktur
Infrastruktur yang tersusun
Koordinasi Jumiah 100 Menunjang
Penyusunan Dokumen
Dokumen Laporan Hasil
Perencanaan Koordinasi
Pembangunan Penyusunan
Daerah Bidang Dokumen
Kewilayahan Perencanaan
(RPJPD, RPJMD Pembangunan
dan RKPD) Daerah Sub
Bidang
Kewilayahan
Yang tersusun
Asistensi Jumiah 100 Menunjang
Penyusunan Dokumen
Dokumen Perencanaan
Perencanaan Pembangunan
Pembangunan Perangkat
Perangkat Daerah | Daerah Yang
Bidang Telah di
Kewilayahan Asistensi
lingkup Sub
bidang
kewilayahan
Koordinasi Jumlah 100 Menunjang
Pelaksanaan Dokumen Hasil
Sinergitas dan Koordinasi
Harmonisasi Pelaksanaan
Perencanaan Sinergitas dan
Pembangunan Harmonisasi
Daerah Bidang Perencanaan
Kewilayahan Pembangunan
Daerah Sub
Bidang
Kewilayahan
yang tersusun
Koordinasi Jumlah 100 Menunjang
Pelaksanaan Dokumen
Sinergitas dan Perencanaan
Harmonisasi Pembangunan
Perencanaan Daerah Bidang
Pembangunan Kewilayahan
Daerah Bidang yang tersusun
Kewilayahan
Terwujudnya Persentase 107,13 PROGRAM Rata-rata 102,81 Menunjang
Perencanaan indicator PERENCANAAN, | persentase
Pembangunan kinerja RPJMD PENGENDALIAN | keselarasan
yang Efektif dengan capaian DAN EVALUASI antar dokumen
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Menunjang/

No. Tujuan/ Indikator % Program/ Indikator % Tidak
Sasaran Kinerja Capaian Kegiatan Kinerja Capaian Menunjang
hasil minimal PEMBANGUNAN | perencanaan
80% DAERAH dan
perencanaan
dengan
pelaksanaan
1 Penyusunan Persentase 66.67 Menunjang
Perencanaan dan | Dokumen
Pendanaan Perencanaan
Pembangunan
Daerah yang
Tersusun
Tepat Waktu
Koordinasi Laporan 100 Menunjang
Penelaahan Pelaksanan
Dokumen CSR/TSLP
Perencanaan
Pembangunan
Daerah dengan
Dokumen
Kebijakan Lainnya
Pelaksanaan Berita Acara 100 Menunjang
Konsultasi Publik Forum
Konsultasi
Publik
Koordinasi Berita Acara 100 Menunjang
Pelaksanaan Hasil Forum
Forum Perangkat SKPD/Lintas
Daerah/Lintas SKPD
Perangkat Daerah
Pelaksanaan Berita Acara 100 Menunjang
Musrenbang Hasil
Kabupaten/Kota Musrenbang
RKPD/RPJMD
Penyiapan Bahan | Laporan Hasil 100 Menunjang
Koordinasi Koordinasi
Musrenbang Musrenbang
Kecamatan Kecamatan
Koordinasi jumlah dokumen 100 Menunjang
Penyusunan dan perencanaan
Penetapan pembangunan
Dokumen daerah yang
Perencanaan disusun
Pembangunan
Daerah
Kabupaten/Kota
2 Analisis Data Persentase 108.82 Menunjang
dan Informasi Keterisian Data
Pemerintahan dan Informasi
Daerah Bidang Pemerintah
Perencanaan Daerah Bidang
Pembangunan Perencanaan
Daerah Pembangunan
daerah
Analisis Data dan Dokumen 100 Menunjang
Informasi Analisis Data
Perencanaan dan Informasi
Pembangunan Perencanaan
Daerah
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N Tujuan/ Indikator % Program/ Indikator % ""T“I‘d';’:““’
Sasaran Kinerja Capaian Kegiatan Kinerja Capaian Menunjang
Pembangunan
Daerah
Pembinaan dan Laporan Hasil 100 Menunjang
Pemanfaatan Pembinaan dan
Data dan Pemanfaatan
Informasi Data dan
Perencanaan Informasi
Pembangunan Perencanaan
Perangkat Daerah | Pembangunan
Pembinaan dan Laporan 100 Menunjang
Pemanfaatan Pengembangan
Data dan Sistem Aplikasi
Informasi Pendukung
Perencanaan Data Informasi
Pembangunan Perencanaan
Perangkat Daerah | Pembangunan
Daerah
Penyusunan Profil | Dokumen Profil 100 Menunjang
Pembangunan Pembangunan
Daerah Daerah
Kabupaten/Kota
3 Pengendalian, Persentase 87.5 Menunjang
Evaluasi dan Pengendalian,
Pelaporan Evaluasi dan
Bidang Pelaporan
Perencanaan Bidang
Pembangunan Perencanaan
Daerah Pembangunan
Daerah Yang
Terlaksana
Koordinasi Laporan Hasil 100 Menunjang
Pengendalian Koordinasi
Perencanaan dan | Pengendalian
Pelaksanaan Perencanaan
Pembangunan dan
Daerah di Pelaksanaan
Kabupaten/Kota Pembangunan
Daerah
Monitoring, Laporan Hasil 100 Menunjang
Evaluasi dan Monitoring
Penyusunan Evaluasi
Laporan Berkala Pelaksanaan
Pelaksanaan Pembangunan
Pembangunan Daerah
Daerah

Uraian penjelasan tabel:

» Dari tabel diatas dapat dilihat capaian kinerja rata-rata sudah mencapai
100% meskipun ada beberapa indicator kinerja yang masih belum

mencapai target.
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» Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah
Daerah indikator kinerja “Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah
Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang terlaksana” tidak terlaksana
karena terlambatnya perubahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA)
yang disahkan.

» Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan dengan indikator kinerja
“Persentase Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah yang Tersusun
Tepat Waktu” dengan capaian 66,67% dikarenakan adanya keterlambatan
penyusunan P-RKPD dalam penyesuaian atas asumsi pendapatan, belanja
dan pembiayaan yang membutuhkan waktu yang panjang terutama
pemenuhan data yang akurat dan update.

» Kegiatan Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan
Pembangunan Daerah dengan indikator kinerja “Persentase Pengendalian,
Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah Yang
Terlaksana” dengan capaian sebesar 87,5% dikarenakan adanya
keterlambatan perangkat daerah dalam pengumpulan laporan evaluasi
RKPD/Renja dan DAK.

B. Realisasi Anggaran

Realisasi anggaran yang digunakan untuk mewujudkan kinerja

organisasi sesuai dokumen Perubahan Perjanjian Kinerja Tahun 2022

diuraikan sebagai berikut:

Tabel 3.8
Capaian Anggaran Program dan Kegiatan
N Program/Kegiata Anggaran | o alisasi(Rp) | .

0. rogra egiatan (Rp) Capaian
I | PROGRAM KOORDINASI 1.062.239.000 906.805.171 85.37

DAN SINKRONISASI

PERENCANAAN

PEMBANGUNAN DAERAH
1 | Koordinasi Perencanaan 283.297.000 211.022.330 74.49

Bidang Pemerintahan dan

Pembangunan Manusia
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No.

Program/Kegiatan

Anggaran
(Rp)

Realisasi (Rp)

Capaian

Koordinasi Perencanaan
Bidang Perekonomian dan SDA
(Sumber Daya Alam)

183.432.000

169.012.450

92.14

Koordinasi Perencanaan
Bidang Infrastruktur dan
Kewilayahan

595.510.000

526.770.391

88.46

PROGRAM PERENCANAAN,
PENGENDALIAN DAN
EVALUASI PEMBANGUNAN
DAERAH

1.848.300.150

1.660.316.294

89.83

Penyusunan Perencanaan dan
Pendanaan

1.416.956.150

1.249.821.300

88.2

Analisis Data dan Informasi
Pemerintahan Daerah Bidang
Perencanaan Pembangunan
Daerah

376.930.250

363.038.544

96.31

Pengendalian, Evaluasi dan
Pelaporan Bidang
Perencanaan Pembangunan
Daerah

54.413.750

47.456.450

87.21

PROGRAM PENUNJANG
URUSAN PEMERINTAHAN
DAERAH KABUPATEN/KOTA

6.838.672.085

6.606.104.076

96.6

Perencanaan, Penganggaran,
dan Evaluasi Kinerja Perangkat
Daerah

10.694.250

10.091.950

94.37

Administrasi Keuangan
Perangkat Daerah

5.182.482.635

5.088.540.340

98.19

Administrasi Barang Milik
Daerah pada Perangkat
Daerah

2.453.800

2.444.300

99.61

Administrasi Kepegawaian
Perangkat Daerah

91.360.000

91.189.400

99.81

Administrasi Umum Perangkat
Daerah

274.650.750

245.992.678

89.57

Pengadaan Barang Milik
Daerah Penunjang Urusan
Pemerintah Daerah

6.370.500

0

Penyediaan Jasa Penunjang
Urusan Pemerintahan Daerah

1.035.010.150

942.629.077

91.07

Pemeliharaan Barang Milik

Daerah Penunjang Urusan
Pemerintahan Daerah

235.650.000

225.216.331

95.57
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C. Tingkat Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya dalam rangka

pencapaian tujuan dan sasaran perangkat daerah disajikan pada tabel berikut:

Tabel 3.9
Perbandingan Pencapaian Kinerja dan Anggaran Tujuan dan Sasaran

Indikator Kinerja Anggaran

Indikator
Tujuan/Sasaran Target | Realisasi

i (Rp.) (Rp.) .

Tingkat
o Anggaran Realisasi % Esisiensi

Nilai Perencanaan 23,51 22,20 94,42 2.910.539.150 2.567.121.465 88.2
Kinerja Daerah
dalam mendukung
Nilai SAKIP

6,22

Rata-Rata 87,00 86,32 99,21 1.062.239.000 906.805.171 85,36
Persentase
ketercapaian
indikator kinerja
Program

13,85

Persentase indicator 80,00 85,71 107,13 | 1.848.300.150 1.660.316.294 89,82
kinerja RPJMD
dengan capaian
hasil minimal 80%

17.31

Persentase 91,53 89,13 97,37 6.838.672.085 6.606.104.076 96.59
Ketercapaian
Kinerja Program
Urusan
Perencanaan

0,78

Indeks Kepuasan 88,00 8544 97,09 6.838.672.085 6.606.104.076 96.59
Layanan Internal
Kesekretariatan

1,00

Uraian penjelasan tabel:

>

Tingkat efisiensi untuk indikator tujuan “Nilai Perencanaan Kinerja Daerah
dalam mendukung Nilai SAKIP” sebesar 6,22%.

Tingkat efisiensi untuk indikator sasaran “Rata-rata persentase
ketercapaian indicator kinerja program” sebesar 13,85%.

Tingkat efisiensi untuk indikator sasaran “Persentase indicator kinerja
RPJMD dengan capaian hasil minimal 80%” sebesar 17,31%.

Tingkat efisiensi untuk indikator tujuan “Persentase ketercapaian kinerja
program urusan Perencanaan” sebesar 0,78%.

Tingkat efisiensi untuk indikator sasaran “Indeks Kepuasan Layanan

Internal Kesekretariatan” sebesar 1%.
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BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Pemerintah Daerah Tahun 2022 ini
merupakan pertanggungjawaban tertulis atas penyelenggaraan pemerintah yang
baik (Good Governance) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tahun
2022. Pembuatan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ini
merupakan langkah yang baik dalam memenuhi harapan Peraturan Presiden
Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
(SAKIP) sebagai upaya untuk penyelenggaraan pemerintahan yang baik
sebagaimana diharapkan oleh semua pihak.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah Tahun 2022 ini dapat menggambarkan kinerja Badan
Perencanaan Pembangunan Daerah dan Evaluasi terhadap kinerja yang telah
dicapai baik berupa kinerja kegiatan, maupun kinerja sasaran, juga dilaporkan
analisis kinerja yang mencerminkan keberhasilan dan kegagalan.

Dalam tahun 2022 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
menetapkan sebanyak 2 (dua) tujuan dan 2 (dua) sasaran dengan indikator
kinerja sesuai dengan Rencana Kinerja Tahunan dan Dokumen Perubahan
Perjanjian Kinerja Tahun 2022 yang ingin dicapai. Secara rinci pencapaian tujuan
sasaran dapat dijelaskan sebagai berikut:

e Tujuan 1

Meningkatkan Kinerja Pemerintahan Daerah melalui Perencanaan
Pembangunan yang Efektif dengan indikator kinerja “Nilai Perencanaan
Kinerja Daerah dalam mendukung Nilai SAKIP” dengan capaian kinerja

sebesar 94,42% (kategori Sangat Tinggi).
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4 Sasaran 1: Terwujudnya perencanaan pembangunan yang efektif
dengan indicator kinerja:
» Rata-rata persentase ketercapaian indicator kinerja program
dengan capaian kinerja sebesar 99,21% (kategori Sangat
Tinggi).
» Persentase indicator kinerja RPJMD dengan capaian hasil
minimal 80% dengan capaian kinerja sebesar 107,13 (kategori
Sangat Tinggi).
e Tujuan 2:
Meningkatkan kinerja urusan perencanaan dengan indikator kinerja
“Persentase Ketercapaian Kinerja Program Urusan Perencanaan” dengan
capaian sebesar 97,37% (kategori Sangat Tinggi).
4 Sasaran 1. Terpenuhinya pelayanan kesekretariatan dengan
indicator kinerja:
» Indeks kepuasan layanan internal kesekretariatan dengan
capaian kinerja sebesar 97,09% (kategori Sangat Tinggi).

Dalam Tahun Anggaran 2022 untuk pelaksanaan program dan kegiatan
Pemerintah Daerah dalam rangka mencapai target kinerja yang ingin dicapai
dianggarkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun
Anggaran 2022 sebesar Rp. 9.749.211.235,- dengan realisasi anggaran sebesar
Rp. 9.173.225.541,-. Dengan demikian, dapat dikatakan tahun 2022 serapan
anggaran sebesar 94,09% dengan nilai efisiensi anggaran sebesar 5,91%. Dari
hasil pengukuran terhadap pencapaian sebanyak 2 sasaran tersebut, secara

umum telah mencapai target yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja.

B. Tindak Lanjut

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah telah menindaklanjuti
rekomendasi dari Inspektorat atas laporan hasil evaluasi AKIP dengan Nomor
X.700/129/P1/433.206/2022 Tanggal 17 Juni 2022 sebagai berikut:
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1. Telah memanfaatkan hasil pengukuran kinerja sebagai dasar pemberian
reward (penghargaan) dengan memberikan apresiasi dalam bentuk
Piagam atas capaian kinerja yang terbaik.

2. Telah memanfaatkan teknologi informasi dalam pengumpulan data
kinerja dan pengukuran capaian kinerja dengan menggunakan aplikasi
BANGAKIP.

3. Telah menindaklanjuti hasil evaluasi akuntabilitas kinerja internal dalam
mendukung efektifitas dan efisiensi kinerja sebagaimana tersaji dalam
bab 3, bahwa pencapaian kinerja yang dilakukan telah memberikan
tingkat efisiensi anggaran yang cukup baik atas capaian anggaran yang

digunakan.

Bangkalan, Februari 2023




LAMPIRAN



SK TIM SAKIP
PERANGKAT DAERAH



PEMERINTAH KABUPATEN BANGKALAN

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

JI. Soekamo-Hatta No. 35A Telp. (031) 3095482 Fax. (031) 3096482 Kode Pos 69116
Website : bappeda.bangkalankab.go.id | Email : bappeda@bangkalankab.co.id

BANGKALAN

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

KABUPATEN BANGKALAN

NOMOR : 188.4 /008 /Kpts/433.201/2022

TENTANG

TIM IMPLEMENTASI SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI

PEMERINTAHAN (SAKIP)

DI LINGKUNGAN BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Menimbang

Mengingat

KABUPATEN BANGKALAN

. bahwa dalam rangka pembinaan dan peningkatan kualitas

penerapan  Sistem  Akuntabilitas Kinerja  Instansi
Pemerintahan (SAKIP) di lingkungan Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah Kabupaten Bangkalan sesuai
Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, maka dipandang
perlu untuk membentuk Tim Penerapan SAKIP di

Lingkungan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Kabupaten Bangkalan;

. bahwa pembentukan Tim Penerapan Sistem Akuntabilitas

Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) sebagaimana dimaksud
pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Badan

Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bangkalan;

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587)
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan
Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2015
Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang
Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang
Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan
Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;

Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem



Menetapkan
KESATU

KEDUA

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010
tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 2008
tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan
Evaluasi Pelaksanaan Perencanaan Pembangunan Daerah;

6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2012 tentang
Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Akuntabiltas Kinerja
Instansi Pemerintah;

7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 20 Tahun 2013 tentang
Perubahan Lampiran Peraturan Menteri Pendayagunaan
Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun
2012 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Akuntabiltas
Kinerja Instansi Pemerintah,

8. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara
dan Reformasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk
Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara

Reviu Atas Laporan Kinerja.

MEMUTUSKAN

Membentuk Tim Implementasi Sistem Akuntabilitas Instansi
Pemerintahan  (SAKIP) dengan susunan keanggotaan
sebagaimana tersebut dalam Lampiran merupakan bagian yang
tidak terpisahkan dari Keputusan ini;

Menugaskan Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum
KESATU, mempunyai tugas sebagai berikut :

a. Melakukan koordinasi yang diperlukan di setiap tahapan
pelaksanaan SAKIP di Lingkungan Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah Kabupaten Bangkalan;

b. Melakukan pengumpulan dan pengelolaan data yang
diperlukan dalam pelaksanaan SAKIP;

c. Menyusun dokumen-dokumen terkait pelaksanaan
SAKIP;

d. Melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Kepala
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten

Bangkalan.



KETIGA

KELIMA

Tim Penerapan SAKIP sebagaimana dimaksud dalam Diktum
KESATU bertanggung jawab kepada Kepala Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah Kabupaten Bangkalan;,

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Bangkalan
pada tanggal : Y Januari 2022

\EPALA BAPPEDA
TEN BANGKALAN

DaN BERENC ANA
AENGUNAN T &E

bina Tk. I
751121 200312 1 003

N wr‘“b
NIP. 1




LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA BAPPEDA

KABUPATEN BANGKALAN

NOMOR  :188.4008 /Kpts/433.201/2022
TANGGAL : L' Januari 2022

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM IMPLEMENTASI AKUNTABILITAS KINERJA
INSTANSI PEMERINTAHAN (SAKIP)
DI LINGKUNGAN BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
KABUPATEN BANGKALAN

|
|
' t
E
|
|
]
!

NO - JABATAN DALAM TIM PEJABAT
1. Penanggung;awab Kepala Bappeda Kabupaten Bangkalan
2. Ketua Sekretaris Bappeda Kabupaten
e Bangkalan i
ffffff +_ kretans - i Perencana Ahli Muda
4. Anggota 1. Kepala Bidang Perencanaan,

Pengendalian dan Evaluasi
Pembangunan Daerah

2.Kepala Bidang Pemerintahan dan
Pembangunan Manusia

3.Kepala Bidang Perekonomian dan |
SDA !

4.Kepala Bidang Infrastruktur dan
Kewilayahan

5.Kasubbag Umum dan Kepegawaian

6. Kasubbag Keuangan

7.Pengelola Bahan Perencanaan

NIP 19751121 200312 1 003



MATRIKS RENSTRA



Tabel 6.2
siatan dan Pend:

Kabupaten

Bangkalan Tahun 2021-2023

9.374.750

Dokamen
Laporan

Laporan

Laporan

19.401.47400

Dolumen




Pelaksanzan Monitaring

dan Evaluasi

Daerah Bidang

Dokumen

10.246.051

Laporan

Dakumen

5.676.241,00

Dokymen
Laoran

15.922.292,00

5.01.03.2.02.04

Jumizh Dokumen Laporan hasil
Kaerdinasi Pelaksanaan Snergitas
dan Harmonisasi Perencanaan
Pembangunan Daerah Bidang
Perekonaman yang tersusun

Dokumen
laporan

36.616.910

Laporan

36.616.910,00

jumiah Dokumen Hasll Keordinasi
Pelaksanaan Sinergitas dan
Harmonisasl Perencanaan

Sub Bidang.

gan d yang

Daerah Biding

Jumiah Dokumen Hasil Koordinasi
dan

207.459.850

Dokumen

Dakumen

Dokumen

229.659.353,00

437.119.203,00

5.01.03.2.02.05

Koordinasi Penyusunan
Dokumen Perencanaan

6.417.850/

6417.850,00

dan RKPD)|

Bidang SDA (RPIPD, RPIMD

8.000.000

15.353.482,00

23.353.482,00

5.01.03.202.06

Asistensi Penyusunan

Daerah Bidang SDA

Pembangunan Perangkat Daerah
Bidang SDA {Sumber Diya Alam)
yang tersusun

112.§71.048,00

112.871.048.00

[Tumiah Dokumen Perencaraan
Pembangunan Perangkat Daerah
yang telah di asistensi ingkup
Sub. Bicang Pertanian dan

Dokumer

23.879.688,00

5.01.03.202.07

Pelaksanaan Monitoring

Jumiah Laporan hasil Monitoring
dan Evaluasi Penyusunan

Laporan

Daerah Bidang SDA

8.000.000,00

Daleumen
Laporan

12.000.000,00

20.000.000,00




5.01.03.2.02.08

Koordinasi Pelaksanaan
Sinergitas dan Harmanisasi

Jumiah Dokymen Laporan hasil
Koordinas| Pelaksanaan Sinergitas
dan Harmanisasi Perencanaan
Pembangunan Daerah Bidang SDA
(Sumber Dzya Alam) yang
tersusun

14.442 553

Dokumen
Laporan

14.442.553.00

Jumiah Dokurnen Hasil Koordinasi
Pelaksanasn Sinergitas dan

Daeran Bidang S04

Pembangunan Daersh Sub. Bidang,
Pertanian dan Perikanan yang
tersusun

Jumiah Dokumen Laporan
Perencanaan Pembangunar
Daerah Bidang SDA yang tersusun

Dokumen
Laporan

138.224.013

"

Dokumen

Dokumen

200728.271,00

Dakumen
Lagaran

97,06%

338.952.284,00

5.01.03.2.01.01

‘Daerah Bidang Pemerintahan Yang
tersusun

Laporan

13.826.800,00

13 826.800,00

Bidang Pemerintahan
(RPJPD, RPIMD dan RKPD}

 jumiah Dakumen Laparan Hasil
Koordinas Peayusunan Documen
Daersh Sub Bidang Pemerintahan

16.386.900,00

Dakymen

15.386.414,00

31.773.314,00

5.01.03.2.01.02

Dokumen

118.100.600,00

118.100.600,00

Yang Telah di Asistens: lingkup Sub
Bidang Pemerintanan

24

19.788.600,00

Dakurnen

15.577.000,00

35.365.60000

5.01.03.2.01.03

jumiah Laporan hasil Monitoring
dan Evaluasi Penyusunan

|Dokumen Perencanaan

nghat Daerah
Bidang Pemerintahan Yang

Laporan

11.707.200,00

Laperan

11.707.20000

'5.840.250,00

Laporan

10.859.111,00

16.699.361,00

5.01.03.2.01.04

12.474.100,00

12 474.100,00

Sinergitas dan Harmorisas!

Daerah Bideng

116.260.400,00

166.260.400,00

Laporan

282.520.800,00




[ 10 1 F¥] 3 14 _15
h Hasll
Penyusurian Dokumen
5.01.032.01.05 parencanaan Permbangunan “""'": 19.739.250,00 6 D:“""" 18.739.250,00
Daerah Bidang Pembangunan Lo
Manusia tersusun
Dokumen Perencanaan m’:‘ D:m"" Laporen Hasi
sembangunan Daerah | madl Panyistunes Dolumer Dokumen Dokumen Dokumen
3igang Pembangunan Pmnngl:;zmmn Lagoran Laporan * Lagoran
Vanusia (RPPD, REMD |02 0 Padiion
dan RKPD) L yang tersusun 73.448.250,00 24.148.109,00 47.596.359.00
Jumiah Dakurmen Laparan Hasil
Dokumen Dakumen 4 Dokumen
Laporan Laporan Laparan
5.01.03.2.01.06 Dokumen 231.408.550,00 2 Daokumen 231 408.550.00
Asistensi Penyusunan
Pembangunan Perangsat | vang Telah di Asistens lingkup Dokumen Dakymen 8 Dakurmen
Dazrzh Bidang Sub.Bidang Perdidican dan
% i §9.912.350.00 28.006.888,00 97.919.238,00
Jumiah Dokumen Perencanaan
Pembangunan Perangkat Daerah
Yang Telah di Asistensi ingkup Dokumen Dakumen 10 Dokumen
5ub.Bidang Kependudukan
Jumiah Laporan Hasil Monitoring
dan Evaluasi Penyusunan
Dokumen Perentanaan Dokumen Dokumen
5010320107 pembangunan Perangket Daerah Lagoran 20.600.500,00 2 | Lagonn 046090000
Bidang Pembangunan Manusia
jumiah Dokumen Laporan Hasil ..
i Eraivas Parpsunan [ ons don Bt
Dakumen ’ Dokumen Dokumen 2 Dokurnen
perangkat D . Bida Lzparan Lagoran Laporan
Dbvivn Bien pandidiran dan e
Pembarngunan Manusia R
2. 10.859.111,00 18.167.761,00
[Jumiah Dokumen Laparan Hasil
{Monitaring dan Evalvasi
Peryusyunan Dakumen Dokumen Dokumen 2 Dokumen
Perencanaan Pembangunan Laporan Laporin Laparan
Perangkat Daersh Sub.Bidang
tersusun
| Jurniah Dakumen Laparan Hasil
Koordingsl Pelaksanzan Sinergitas
5.01.03.2.01.08 dan Harmonisasi Perencanaan “"mu £3.035.067,00 2 T £3.039.067,00
Pembangunan Daersh Bicang o Lagoran .
|Pembangunan Manusia yang
tersusun
jumiah Dokumen HasHl Koordinasi
5 Daersh SublBid Dokumen Dokumen 2 Dokumen
gunan| dan Kesehatan yang
h Bidan e 228.902.967.00 428.902.967,00 657.805.934,00
Pembangunan Manusia | jymiah Dokumen Hasil Koordinasi
Pelaksanaan Sinergitas dan Dokumen
Harmonisasi Perencanaan Dokumen Dakumen 2 Laporan
Pembangunan Daerah Sub.Bid




14

Jumiah doxumen aporan

perencanaan pembangunan

daerah bidang pembangunan
n

Dokumen

manusia yang tersusy

50103.203.01

Koarginasi

Jumiah Laperan hasil Koordinasi
Penyusunan Dokumen
parencanaan Pembangunan
Daerah Bidang Infrastrukiur yang
Itersusun

25.776.200,00

25776.200,00

Jumiah Dokumen Laporan Hasil
Dokumen

Dakumen Perencanaan
Pembangunan Daerah
Bidang Irfrastruktur
{RPIPD, RPIMD dan RKPD]

Koardinasi Peny:

Perencanaan Pembangunan
Daersh SubBidang Perhubungan
dan Lingungan Hidup yang

| lum/ah Dokymen Laporan Hasil

Daerzh SubBidang Perumahan
Raky2l dan Kawasan Permukiman
yang tersusun

Dokumen
Laporan

'50.000.000,00

Dokumen
Laporan

50,000,000,00

Laparan

Dakumen
Laporan

Laporan

5.01.03.2.03.02

jumizh dokumen perencanaan
pembangunan daerah bidang
infrastruktur yang tersusun

315.119.500,00

315.119.500,00

Jumiah Dokurnen Perencanaan

Jakumen Perencanaar

P Daerah
Yang Telah di Asistens! lingkup Sub
P i)

Bicang
|Uinglaingan Hidup _

| Pembanguna

vang Telah di As'stensi Kngkup Sub
Bidang Perumahan Rakyat dan
Kawasan Parmykiman

75.000.000,00

75.000.000,00

5.01.032.03.03

Pelaksanaan Monitoring
dan Evaluasi Penyusunan
| Dakumen Perencanaan

jumiah Laporan hasi| Pelaksanaan
Manitaring dan Evaluasi

Perencanaan Pembangunar

Laporan

1.863.500,00

1.863.500.00

Perangkat
DaerahBidang Infrastruktur

Dakumen
Laporan

Dakumen

10.000.000,00

5.01.03.2.03.04

jumiah Dokuman Lapaoran Hasil
Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas
dan Harmonisas! Perencanaan
pembangunan Daerah Bidang
infrastruktur yang Lersusun

Laparan

Laporan

26.784.000.00




FYY

16

Koarginas! Pelsksanaan

|Jumiah Dokumen Hasll Koordinasi

| Pelaksanaan Sinergitas dan

Harmonisasi Perencanaan

Pembangunan Daerah Sub Bideng
dan

Hidug

Daerah Bidang Infrastruktur | jumiah Dokumen Hasil Koardinasi

Pelaksanaan Sinergitas dan
Harmonisasi Perencanaan
Pembangunan Daerah Sub Bidang
Perumahan dan Kawasan

Permukiman yang tersusun

Jumiah dokumen (aporan
pérencanaan pembangunan

| daerah bidang infrastruktur yang
tersusun

Daokumen

375.000.000,00

375.000.000,00

5.01.032.03.05

Jumlah Laporar Hasii Koordinasi
Penyusunan Dokumen
Perencanaan Pembangunan
Daerah Bidang Kewilayahan yang
tersusun

7.484.000.00

7.434.000,00

8idang Kewilayahan (RPJPD, | fum 3h Dokumen Laporan Hasil

Laparan

17.899.081,00

Dokumen
Laporan

17.899.081.00

35.798.162.00

5.01.03.2.03.06

Dokyman Perencanaan
Pembangunan Perangkat

211.240,000,00

211.240.000,00

Jjumiah Dokumen Perencanaan

Daerzh Biding

P gl gkat Daerah
Yang Telah di Asistensi fingkup Sub
bidang kewilayahan

£1.900.915,00

6190091900 &

5.01.03.2.03.07

Jumiah Laporan Hasil Pelaksanaan
Manitaring dan Evaluas
Penyusunan Dokumen

Per encanaan Pambangunan

dan Evaluasi Penyusunan

Bidang
Kewilayahan yang tersusun

Laporan

1.740.000,00

1740.000,00

Pembangunan Perangxat

jumiah Dokumen Lagaran Hasil

Evaluasi Penyusunan Dokurmen
Perangkat Daerah Sub Bigang
Xewdlayahan yang tersusun

10.200.000,00

Laporan

10.200.000,00

5.01.03.2.03.08

| Jum!ah Dokumen Laporan Hasil
Koardinasi Pelaksanzan Sinergitas
dan Harmonisasi Perencanaan

| Pembangunan Daerah Bidang
Kewilayahan yang tersusun

19.500.000,00

29.900.000,00

Daerzh Bidang

Laporan

350,000,000

700.000.000,00

Persentase indicatur kinerja
RPIND dengan capaian hasil
|minimal so%

1.780.390.325,00




Kabupaten/Kota

5.01.02.2.01 I : yang T 100% 100% 1.057.307.315,00 100% 1.475.000.000,00 100% 1.420.000.000,00 100% 3.951.807.325,00
Waktu
Xoardinas! Penelaahan
Dokumen Perencanaan
5.01.02.2.01.02 pembangunan Dasrah Laporan Pelaksanar CSR/TSLP Laporan 4.950.200,00 Laparan 35.000.000,00 Laporan 45.000.000,00 Laparan B4.950.200,00
dengan Dokumen Kebijzkan
Lainnya
5010220003 e Kook, [aemhears Forom utad Laporan 38606.150,00 Cagian 75.000.000,00 F— 75.000.000,00 Laporan 184.606.150,00
Koordinasi Pelaksanaan Berita Acara Hasil Forum
5.01.022.01.04 h SKPD) 5 SKPD SKPD Laporan 98.403.850,00 Laporan 150.000.000.00 Laporan 150.000.000,00 Laporan 398.403.850.00
Pelaksanaan Musrenbang  [Berita Acara Hasll Musrenbang
5.01.02.2.01.05 cabupaten/kota AKPD/RPIMD Laparan 99.515.850,00 Laporan 225.000.000,00 Laporan 250.000.000,00 Leporan £74.515.850,00
Penylapan Bahan
Lagaran Hasil Koarcinas!
5.01.02.2.01.06 Koordinas Musrenbang M baog Laporan 35.993.000,00 Laparan 40.000.000,00 Laporan 5@.000.000,00 Lyparan 125.993.000,00
Laporan Hasl Koorcinas
Penyusunan dan Penetapan
Dokumnen Perencanaan tapora Lagaran
Pembangunan Daerah
dan |perda Perubahan RPIMD 2016 - 780.338.275,00
penetapan Dakumen 203 Delue) Peyamey
5.0102.2.01.07 2.580.338.275,00
Daersh ¥ P-RKPO Kab. Bangkalan Dokumen Dokumen
RKPD Kab. Bangkalan Dokumen Dokumen A
jumiah dokurnen perencanaan
pembangunan daerah yang Daokumen 950.000.000,00 Dakumen 850.000.000,00 Dakumen
disusun
Al Bt Sow Persentase Ketarisian Data dan
685, 2497
5.01.02.2.02 Daerah Bidang p 55% 55% .961.600,00 56% 1.026.208.957,00 9% 425.000.000,00 170.557.00
gunan daerah
Dokumen Analisis Data dan
Analisis Data dan Informasi |rfarmasi Perencanaan Dokumen Dokumen Dokumen Dokumen
5.01.02.2.02.010 I3 - 558.780.900,00 699.792.650,00 150.000.000,00 1.408.573.550,00
Dazrah
Laporan Tim Percepatan Laporar
Pembangunan Daerah K. "
Laparan Pengambangan Sistem
FiE Laporan 119.290.700,00 Laporan Laparan Laporan
Daerah
s0L2020 AN P Y 257,098.650,00 200.000,000,00 576.189.350,00
informasi Perencanaan
Laporan Hasil Pembinaan
Pembangunan SKPD
dan Pemantaatan Data dan i
Informasi Perencanaan Lporm " v
Pembangunan
Penyusunan Profil . S G
5.01.022.02.03 Pembangunan Daerah Beassh - Dokumen 7.890.000,00 Dokumen 69.317.657,00 Dokumen 75.000.000,00 Dokumen 152.207.657,00




Evaluasi

yang terpenuhi

scimags [0 PelponnBideng | Evehued des Peingorm et Bo% 36.620.400.00 100% 200.000.000,00 10m% 155.000.000,00 100% 1162140000
Pembangunan Daerah Daerah Yang Terlaksana
Koordinas! Pengendalian Laporan Hasl| Koordinasi
e d dan
5.01.02.2.03.01 - Palaksa = 0 Laporan 1 Laporan 30.000.000,00 | 1 Laporan 25.000.000,00 2 Laporan 55.000.000,00
Daerzh di Kabupaten/Mota | Daerah
:::;U;:‘ :r"d“ Laporan Hasil Monitoring Evaluasi
5.01.02.2.03.03 Berkala Pefal Be Pelaksanaan Pembangunan 14 Laporan 36621.400,00 | 14 Laporan 170.000.000,00 | 14 Laporan 130.000000,00 | 42 Laporan 336.621.400,00
" Daerah
embangunan Deerah
|Program rusan b 8259% 2 91.53% =K% 8
¥ 87,00% 6.449.857.842,00 83,00% 6.984.732.635,00 83.00% 7.429.604.323,00 87,00% 20.864.194.30000
ogr P
5.01.01 Ur neint s ] 96,00% 6449.857.842,00 96,50% 6.984.732.635,00 97,00% 7.429.604.323,00 97,50% 120.864.194.800.00
Daerah Kabupaten / Kota | pemerintahan
dan
¥ 4 30.885. 259.532,00 L5 0774953200
5.01.01.2.01 B o B Kinerja Perai 100% 450,00 100,00% 3 100,00% 45.504.550,00 l_m i
Daerah Daerah
Penyusunan Dokumen
Jumniah Dokumen Perancanaan
¥ 1 Py 17.379 16.105.650, 4 7 42,961
501.01.2.01.0 D:::«:wwm pera b yang rRsh 3 Dokumen 30000 2 Dokumen 6.105.650,00 | 2 Dokumen 5.476.700,00 Dokumen 1.650.00
Koordinas! dan Penyusunan |Jumizh Dokumen RKA-SKPO yang
5.01.01.2.01.02 men RKA-SKPD - 1 Dokumen 1.137.70000 | 1 Dakumen 209135000 | 1 Dakumer 4.157.600,00 3 Dokumen 738665000
Koardinas! dan Penyusunan
501.01.201.03 ki eyl [/ LOUman P i 1 | ookumen 113770000 | 1 | Dokumen 196125000 | 1 | Doumen 4157600,00| 3 | Dokumen 725655000
S0 SKPD yang disusun
5010120104 Xoordinas! dan Penyusunan |Jumiah Dokumen DPA-SKPD yang 1 | Dowmen 113770000 1 | Dokumen 196125000 1 | Dokumen 415760000| 3 | Dolumen 7.756550,00
DPA-SKPD disusun
dan Peny lumiah Dok DPA-
01. .512.700, 1 1 .
5.01.01.2.01.05 B £ DPA-SKPD e 4 th 1 Dokumen 151270000 | 1 Dokumen 212960000 | 1 Dokumen 4.532.600,00 3 Dokurmen 8174.300,00
Laporsn c::: o o Jumiah Laporan Capaian
5.01.01.2.01.06 iy ¢ Reslicas! Kinerja dan lkhtisar Realisasi 1 Dokumen 5.601.70000 | 1 Dokumen 244308200] 1 Dokumen 7.459,100,00 3 Dakumen 15.503.882,00
Kineria Kinerja SKPD yang disusun
Evaluasi Kinerja Perangkat | Jumiah Laporan Evaiuasl Kinerja
2 4567, b 4 k!
5.01.01.2.00.07 Dierih e Daerah yang disusun 8 Laporan .978.650,00 | 8 Laporan 56735000 | 8 Laporan 11.663.350,00 2 Laporan 19.209.350,00
dmin Persentase Administrasi
5.01.01.2.02 Rewteg Keuangan Perangkat Daerah 100% 4.409.243.126,00 100% 5.018.500.123 100% 5.009.015.123,00 100% 14.436.758.372,00




dan Penggandaan

Cetzkan dan Penggandaan

_i0 12
Penyediaan Eaj dan umiah Penyediaan Gaj dan
5.0101.2.02.01 i i e S 55 Orang 4376.478.176,00 | 55 | Orang 4986395.173,00 | 65 Orng 4.986.395.173.00 | 175 Orang 14.349.268 522,00
i oy jumiah bahan Penatausahaan dan
5.01.01.2.02.03 Pengujian/Verificasi Keuangan 250 Laporan 1696.000,00 | 400 | Llaporan 2.066.000,00 | 400 | Laporan 4.686.000,00 | 1050 Laporan 8.448.000,00
Pengujian/Verifikasi SKPD
SKPD
5.0101.2.0204 an oA AP b 12ma0000 | 12 1.442.200, sg220000 | 36 7.536.60000
51 SKPD | SKPD yang e Laporan R Laparan » 00| 12 Laporan Laporan
| dan Peny Jurmiah Laparan
5.01.012.02.05 (aporan Kevangan Akhir  [Keuangan Akhir Tahun SKPD yang 1 Dokumen 27.390.10000 | 1 Dokumen 27.330.100,00 | 1 Dokumen 6.280.100,00 3 Dakurmen 61.060.30000
Tahue SKPD tersusun
l';“. ot Sulanan/| Jumlah Laporan Keuangan
5.01.01.2.02.07 % v Bulanan/Triwulanan/ Semestaran 18 Laporan 1.406.650,00 | 18 Laporan 1,206.650,00 | 18 Laporan 6.831.650,00 54 Laporan 10.444.950,00
Triwulanan/ Semesteran
SKPD yang tersusun
SKPD
g Milli Barang,
5.0101.2.03 Daerah pada Perangkat | Millk Dagrah pada Perangkat 100% 3.095.800,00 100% 3.917.800,00 100% 10.545.800,00 100% 17.559.400,00
Daerah Daerah yang tersusun
Penyusunan Perencanaan | Jumiah Laporan Perencanaan . - -
5.01.01.2.03.01 Kebutuhan Barang Millk Kebutuhan Barang Millk Deerah 7 Laporan 139860000 | 7 Laporan 2.584.60000 | 7 Laporan 3.548.600,00 2 Laparan 7.531.800,00
Daerah SKPD SKPD yang tersusun
Ackensllasidan | jumiah Laporan Rekonsilas den
5.01.01.2.03.08 1 esyann Lapor Laparan Barang Milik Daersh pada 7 Laporan 169720000 | 7 Laporan 13313.20000 | 7 Lagoran 6€997.20000 ( 21 Lagoran 10.027 600,00
Barang Milik Daerah pada | (o
SKPD
Persantase Administrasi -
5.01.01.2.05 Kepegawaian Perangkat Daerah 100% 95.679.450,00 100% 115.890.000,00 100% 285.000.000,00 100% 496.569.450,00
Perangkat Daerah &
yang terlaksana
| Peningxatan Sarana dan Jumlah Peningkatan Sarana dan
5.01.01.2.05.01 Disigln . na Disiplin Pegawai 1 Unit 9.166.40000 | © Unit - 1 Unit 1000000000 | 2 Unit 19.166.40000
engadaan Pakaian Dinas.
5.01.01.2.05.02 3eserta Auribut Al Poputnon Fakesmn (S %0 | Bun 8651305000 [ 90 |  Bush 10585000000 [ 90| Baah 10000000000 | 270 | Bush 262 403.05000
Beserta Atribut Kelenghapannya
<elengkapannye
|Sosialisas| Peraturan Jumlah Peserta Sosialisas’
|5.01.01.2.05.10 " Per. o Qnang > 0 Qrang - § Orang 25.000.000.00 5 Orang 25.000.000,00
Bimaingan Teknis Jumiah Peserta Bimbingan Teknis
5.01.01.2.05.11 ! a Qrang = 2 Qrang 10.000.000,00 | 30 Orang 150.000.00000 | 32 Orang 160.000.000,00
W 23 L
Persentase Penyediaan
5.01.01.2.06 Urmum Perangh 8% 342.282.143,00 80.33% 294.314.700,00 % 326.779.700,00 4% 963.376.543,00
Perangkat Daerah iy
Jumiah 5
5.01.01.2.06.01 Instalasi ListeTk/ Instatasi Listrik/P 145 Unit 17.427.350,00 | 118 Unit 15.309.950,00 | 150 Umit 2000000000 | 414 Unit 52.737.30000
Bangunan Kantar Bangunan Kanto!
Penyediaan Peralatan dan | jumiah Penyediasn Peralatar dan
5.01.01.2.06.02 per] an 51 Unit 102.194.750,00 | 5399 Unit 71.643.650,00 | 625 Unit 86.094.750,00 | 1975 Unit 159.933.150,00
501.01206.04 by Laguis: [aavean Pacymiteon Rahet Lopcth 1 unit 1839010000 [ 140|  Umit 1637610000 | 140  Unit 2500000000 281 | unit 59.775.20000
501.01.206.08 wspection Eacumg Ccts cox | ot P} lhan S 8 | enis 3216950000 [ 12 | senis 1870400000 [ 12 | denis 21395000 12 Jeris 44087.898.00




4 5 [ ] 9 10 A2 1
Penyediaan Bahan Bacaan |Jurniah Penyediaan 3ahan Bacaan
5.01.01.2.06.06 dan Peraturan dan dang- 5 Jeais 810000000 | 4 lenis 810000000 | 4 Jenis 6.480.000,00 5 Jenis. 22.680.000,00
undargan undangan
5.01.01.2.06.08 Fasilitasi Kunjungan Tamu [ Jumiah Fasilitasi Kunjungan Tamu 24 Kall 7.752.00000 | 10 Kall 469000000 | 15 Kal 7.753.000,00 | 49 Kali 20.196.000,00
Penyelenggaraan Rapat
Jumiah Penyelenggaraan Rapat
5.01.01.2.06.09 :::m dan Konsultas! eoordingsi dan tasl SKPD 120 Kall 156.238.000,00 | 30 Kail 139.491.000,00 | 50 Kali 156.238.000,00 | 200 Kali 451.967.000,00
Oukungan Jumizh lapo sk
5010120611 St Pemartitagn "'"‘;:""! Sttem m"."g‘:;"‘" 0 | Lporan - | o upoan 1| Laoran 500000000 1 Lsporan 5.000.000,00
SKPD yang tersusun
Persentase Pengadaan Barang
Pengadaan Barang MIll | oo ot penunjang Urusan
5.01.01.2.07 Daerah Urusan 100% 197.568.450,00 100% 159.813.650,00 100% 150.000. 000,00 100% 507.382.100,00
Pengadaan Sarana dan Jumiah Sarana dan Prasarana
5.01.01.2.07.10 Prasarana Gedung Kartor | Gedung Kantor atau Bangunan Bl Unit 197.568.450,00 | 15 Uit 159.813.650,00| 25 Unit 150.000.000,00 | 121 Unit 507.382.100.00
‘atau Bangunan Lalnnya Lalnnya yang diadakan
¥ lasa Jasa
5.01.01.2.08 Penunjang Urusan Penunjang Urusan 100% 1.141.445.305,00 100% 1.144.546.180,00 100% 1.214.559.150,00 100% 3.502.550.635,00
Daerah Daersh .
Penyediasn lasa Surat jumiah Penyediaan Jasa Surat =
5.01.01.2.08.01 Menyurat 4 Jenis 1374100500 1 Jenis 17.366.300,00 | 1 lenis 200.000,00 4 Jenis. 31.307 305,00
‘Panyediaan jasa Jumiah Penyedizan jasa
5.01.01.2.08.02 Komunikasi, Sumber Daya  [Kamunlkasi, Sumber Dayz Ar dan 3 lenis 141.550.600,00| 3 Jenis 116.949.78000 | 3 Jenls 135.359.150,00 3 Janis 397.859.530,00
Air dan Listrik Listrik
Panyediazn Jasa Peralatan  |Jumiah Penyedizan Jasa Peralatan
5.01.01.2.08.03 dan Periengkapan dan o Hgwr: 1 Jenls 134.379.600,00 | 1 Jenis 157.890.00000 | 1 lenks 150.000.000,00 i Jenis 442 269.600,00
diaan lasa Pelay Jumiah Jasa Pelayar "
5.01.01.2.08.04 \Urnum Kantor 7 Jenis 851.774.100,00f 8 Jenis 854.340.100,00 | 8 lenis 925.000.000,00 B Jenis 2.631.114.200,00
Barang
5.01.01.2.09 o~ lang . % __,_’ . 100% 229.658.112,00 SLETH 214.450.650,00 2% 388.100.000,00 u% B32.248.762,00
Daerah yang terlaksana
ke | Jumiah lasa Pemelinaraan, Biaya
Biaya
pemelinaraan dan Pajak Ao Fapuc
5.01.01.2.09.01 a Dinas atau 0 Unit 8554491300 | 27 Unit 113.850.650,00 | 27 Unit 216.400.000,00 27 Unit 415.795.563,00
ga
B il o i Kendaraan Dinas Jabatan yang
Jabatan
Squias Jumiah iasa Pemelinaraan Biay
Pajak dar Perizinan
5.01.01.2.09.02 pemelinaraan, Pajak, dan L] Unit 3301390500 | 1 Unit 37.800.00000 | 1 Unit 33.600.000,00 8 Unit 104.413.905,00
Dinas tay
ertzinan Kendaraan DInas |, o, oar, vang disediakan
Dperasional atau Lapangan
5.01.01.2.09.05 bel hun’t Mebel yang a Unit : a Unit = 2 Unit 1.100.000,00 2 Unit 1.100.000,00
Pemelinaraan/Rehabilitasi |Jumiah Gedurg Kantor dan
5.01.01.2.09.09 Gedung Kantor dan Lainnya yang 1 Unit 7935364400 | 1 Unit 39.090.000,00 | 1 Unit 100.000.000,00 1 Unit 718.443.644,00
| sangunan Lainnya direhabilitasi
dan Prasarana
Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan
,01.01.2.09. 5.4 3 485,
5.01.01.2.09.10 Gedung pel \ai ying 116 Unit 31.745.650,00 | 97 Unit 23.750.000,00 | 116 Unit 37.000.000,00 39 Unit 92.495.€50,00
gunan Lainnyz vabilitas!
TOTAL 5728355, 004,%0 1 T1579,604:323,00 52.897.463.90.00 |
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PEMERINTAH KABUPATEN BANGKALAN
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Jl. Soekarno Hatta No. 35 A Telp. (031) 3095482 Fax. (031) 3096482
BANGKALAN

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
KABUPATEN BANGKALAN
NOMOR : 188.4/ 203 /Kpts/433.201/2021
TENTANG
INDIKATOR KINERJA UTAMA PADA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
KABUPATEN BANGKALAN
TAHUN 2018 - 2023

KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
KABUPATEN BANGKALAN

Menimbang - a bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 3 dan pasal 4 Peraturan Menter
Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang
Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di lingkungan Instansi
Pemerintah, perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama pada Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah Kabupaten Bangkalan;
b. bahwa Penetapan Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud pada huruf a,
perlu diatur dan ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah Kabupaten Bangkalan;

Mengingat : 1 Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor
104, Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 4421);

2. Undang — Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5584), sebagaimana diubah dengan Undang — Undang
Nomor 2 Tahun 2015 (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 5657);

3 Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan
Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
45895),

4 Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan
Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006
Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

5 Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara
Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

6 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor
Per/09/M.PAN/5/2007 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan
Instansi Pemerintah;

7 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor
Per/20/M.PAN/1111/2008 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama
Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara;

8 Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 7 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten
Bangkalan Tahun 2016 Nomor 1/D); .



Menetapkan

Kesatu

Kedua

Ketiga

Keempat

8 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi,
Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447),

g Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis
Pengelolaan Keuangan Daerah;

10. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor
Per/09/M. PAN/5/2007 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan
instansi Pemerintah,

11 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor
Per/20/M.PAN/1111/2008 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama
Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara,

12 Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 12 Tahun 2010 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Bangkalan Tahun
2005-2025 (Lembaran Daerah Tahun 20711 Nomor 1/D);,

13 Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 7 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten
Bangkalan Tahun 2016 Nomor 1/D);

14 Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2018 - 2023 (Lembaran Daerah
Kabupaten Bangkalan Tahun 2019 Nomor 1/E).

15 Peraturan Bupati Bangkalan Nomor 60 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan
Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah Kabupaten Bangkalan (Berita Daerah Kabupaten
Bangkalan Tahun 2016 Nomor 27/D).

11 Peraturan Daerah No.3 Tahun 2021 tentang Perubahan RPJMD tanggal 4
November 2021, LD No. 1 Seri E, Noreg 217-2/2021.

12. Peraturan Bupati Bangkalan Nomor 53 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas
Peaturan Bupati Bangkalan Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Rencana Strategis
(RENSTRA) Perangkat Daerah Tahun 2018-2023 di Lingkungan Pemerintah
Kabupaten Bangkalan.

MEMUTUSKAN

indikator Kinerja Utama pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten
Bangkalan sebagaimana tersebut dalam lampiran yang merupakan satu kesatuan dan
bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud pada diktum Kesatu, merupakan
Acuan Ukuran Kinerja dalam menyusun Rencana Kerja Tahunan, menyusun dokumen
Penetapan Kinerja, menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja serta melakukan Evaluasi
Pencapaian Kinerja sesuai dengan dokumen Rencana Strategis (Renstra) Badan
Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bangkalan.

Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud pada diktum Kesatu, disusun dengan
mengacu kepada Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Bangkalan.

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian
har terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, maka akan diadakan perubahan dan
perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bangkalan
Pada tanggal November 2021




KEPUTUSAN KEPALA BAPPEDA KABUPATEN BANGKALAN

NOMOR

TANGGAL

. 188.4/203 [Kpts/433.201/2021

November 2021

INDIKATOR KINERJA UTAMA BAPPEDA KABUPATEN BANGKALAN

TAHUN 2019-2023
Tujuan
Realisasi Target
Uraian Indkator Formulasi Perhitungan i
- 2019 2020 2021 2022 2023 g
2024
Meningkaika: Knerja Pemerintahan Daerah |Nilai Perencanaan Kinerja " el
melalui Perercnaan Pembangunan yang  |Daerah dalam mendukung :ﬂz:;;@gﬁ?;“" Kinerja berdasarkan | 5, o4 21,50 22,63 23 51 24,34 24.34
Efektif Nilai SAKIP
L Persentase Ketercapaian Total target program PD Bappeda
Meningkatka: Knerja Urusan Perencanaan  |Kinerja Program Urusan - - 82,69 91,53 85,00 80,00
Perencanaan Jumiah Program PD Bappeda




LAMPIRAN Il ' KEPUTUSAN KEPALA BAPPEDA KABUPATEN BANGKALAN

NOMOR 1884/  [Kptsid33.201/2021
TANGGAL November 2021
INDIKATOR KINERJA UTAMA BAPPEDA KABUPATEN BANGKALAN (LAMA)
Sasaran
Realisasi Target
Uralan Indikator Sasaran dan Indikator Program Formulasi Perhitungan Program
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 Tm"
Terwujudnya 1) Persentase Perangkat Daerah dengan
Perencanaan perencanaan kinerja berkuaiitas balk I Perangkat Daerah dengan Perencanaan Kinerja berkualltas balk . .. | ¢4 4 | 6538
Pembangunan yang ¥ Perangkat Daerah
Elektif
) :thng Pem""mﬂmﬂm“ m““‘ SunhermDLfya § Perangkat Daerah dengan Perencanaan Kineria berkualtas baik Lingkup Program Perencanasn
Alam (KOSDA) dengan perencanaan Bidang KOSDA <100% | 8182 | 182 zemb-ngurfmr 3:1&;9
kinena berkualitas baik T Perangkat Daerah Lingkup Bidang KOSDA - e
Daya Alam
2) Persentase Perangkat Daerah
) Bidang Pemerintahan dan i 3 Perangkat Daerah dengan Perencanaan Kinera berkualitas batk Lingkup Program Perencanaan
Pembangunan Manusia (PPM) dengan Bidang PPM x100% | 5294 | 5588 g““w“’“‘“: dif"‘g
perencanaan kinerja berkualitas baik 3 Perangkat Daerzh Lingkup Bidang PPM Pembangunan Manusi
3) Persentase Perangkat Daerah o
Bidang |nrmm.°w n me T Perangkat Daerah dengan Perencansan Kinerja berkuaitas baik Lingkup Program Pmm;ﬂllﬂ
(INFRASWIL) dengan perencanaan Bidang INFRASWIL x100% | 8571 | 85,71 :vfmmznmm
kinerja berkualitas baik T Perangkat Daerah Lingkup Bidang INFRASWIL e ‘F“y‘“ el
2) Persentase indicator kinerja RPJMD z-mm:mmmmumumm
dengan capaian hasil minimal 80% SR u_r._ x100% | 80,00 | 67.50
T Seluruh indikator RPJMD _
1) Rata-Rata Persentase ketercapaian ) Program Perencanaan,
indikator kinerja Program 1 Indikator Kinerja Outcome yang tercapa x100% | 98,00 | 889 Pengendalian, dan Evaluasi
Y Indikator Kinerja Cutcome Pembangunan Daerah
2) Rata-Rata Persentase keselarasan antar .
dorurmen P p 3 Program dalam RENSTRA yang sesuai dengan RPJMD %100% | 98.00 | 7424
Daerah (Renstra-Renja) T Program dalam RPJMD
§ Program dalam RKPD yang sesuai dengan RPJMD x 100%
S Program dalam RPJMD
§ Program dalam RENJA yang sesuai dengan RENSTRA < 100%
3 Program dalam RENSTRA
{ngramchhmRENJAyangsuuaidmngKPD % 100%
S Program dalam RKPD
Pelayanan . R Nilal Indek Kepuasan Layanan Intemnal Kesekretariatan 8232 | 7807
|Kesekretariatan
1) Persentase terpenuhinya layanan § Ketercapaian Indikator Seluruh Kegiatan di Sekretariat Program Pelayanan
; 100,00 | 85,00 3
kesekretariatan T Kegietan & S =t Kesekretariatan




INDIKATOR KINERJA UTAMA BAPPEDA KABUPATEN BANGKALAN (BARU)

Sasaran

Realisasi Target
Indikator Sasaran dan indikator Program Formulasi Perhitungan — Program
2019 | 2020 | 2021 20221 | 2023 2024
1. Rata-Rata Persentase ketercapaian
i s i z : x 100% 8500 | 8700 | 8800 | 8300
Pembangunan yang zmmm
1 Persentase Perangkat Daerah dengan P -
) rogram Koordinasi dan
perencanaan kinena berkuaiitas bak 5 Perangkat Daerah dengan Perencanaan Kinerja berkuaittas baik 2208 | o806 | 10000| 8000 |Sinkronisasi Perencanaan
I Perangkat Daerah Pembangunan Daerah
7) Persentase indicator kinerjs RPJMD T Indikator RPJMD yang capalannya sama dengan atau lebin dari
Cangimy cupetn Raak abdnad 00, 80% x100% | 80,00 | 67,50 | 79,00 | 8000 | 8100 | 7900
T Seluruh indikator RPJMD
1 Rata-rata persentase keselarasan antar | (1) ¥ Program. indikator program, target kinerja dan rencana pendanaan di Program Perencanaan,
dokumen perencanaan den perencanaan RKPD yang selaras dengan RPJMD 100% 200 | som0 | e800 o Pengendalan, dan Evaluasi
dangan peiaksanaan T Seluruh program. indikator program target knerja dan rencana % ’ Pembangunen Desreh
pendanaan di RPJMD
2 5 Program. indikator program, target kinena dan pendanaan di DPA yang
selaras dengan RKFPD e
3 Seluruh program, indikator program, target knerje dan rencana ¥
pendanaan di RKPD
(3) o Keselarasan antar dokumen perencanaan + % keselarasan dokumen
perencanaan dengan pelaksanaan (DPA)
' 2
Terpenuhinya
Pelayanan indeks Kepuasan Layanan internal Nilal Indek Kepuasan Layanan internal Kesekretariatan 8232 | 7817 | 8700 | 8200 | 8900 | 8700
Kesekretariatan
1 Persentase terpenuhinya penunjang ) : : "
e e £ Posmtsiuns s bt Saginion Deteyhee 9600 | 9650 | 9700 | 9750 |Pemerintah Daerah
' 7 indikator kegiatan Sekretarial / Kota




PERJANJIAN KINERJA
KEPALA PERANGKAT
DAERAH



PEMERINTAH KABUPATEN BANGKALAN
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

JI. Soekamo-Hatta No. 35A Telp. (031) 3095482 Fax. (031) 3096482 Kode Pos 69116
Website : bappeda.bangkalankab.go.id | Email : bappeda@bangkalankab.co.id
BAN G KA L AN

PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan
akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama . EKO SETIAWAN, S.Si, MT

Jabatan - Kepala Bappeda Kabupaten Bangkalan
Selanjutnya disebut Pihak Pertama.

Nama - Drs. MOHNI, MM

Jabatan - Plt. Bupati Bangkaian

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuali
lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti
yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan
pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan subervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi
terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan
dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

.

Bang@n 11 Noember 2022

PIHAK KEDUA @ﬂgm« PERTAMA
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Drs. MOHNI, MM \- MT
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PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN BANGKALAN

NO. | SASARAN STRATEGIS

INDIKATOR KINERJA | TARGET |
T I IR 2% 7 S R I
1 Terwujudnya | Rata-Rata Persentase Ketercapaian 87%
 Perencanaan | Indikator Kinerja Program ?
Pembangunan yang t S r e
- Efektif Persentase Indrkator Kinerja RPJMD } 80%
] dengan capauan hasil mmumal 80% ; .
- B i ;
‘ Terpenuhmya Pelayanan 5 ' Indeks Kepuasan Layanan Intemal | 88% E
2 Kesekretariatan | Kesekretariatan . ‘
1 . — — i S SRR O SR
PROGRAM ANGGARAN KETERANGAN

1. Program Penunjang Urusan Pemerintah
Daerah Kabupaten/Kota

2. Program Perencanaan, Pengendalian
dan Evaluasi Pembangunan Daerah

3. Program Koordinasi dan Sinkronisasi
Perencanaan Pembangunan Daerah

Pit. BUPATI BANGKALAN

<L

Drs. MOHNI, MM

Rp. 6.838.672.085 APBD
Rp. 1.848.300.150 APBD
Rp. 1.062.239.000 APBD

Bangkalan, 11 November 2022
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